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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada
saat ini kami telah dapat menyampaikan evaluasi Laporan
Akhir Tahun mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan
prioritas dalam mendukung visi dan misi Presiden Republik
Indonesia yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024

dan dalam mengukur keberhasilan selama tahun 2022

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Barat dalam bentuk “Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Angggaran 2023 Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Angggaran 2023 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Barat sebagai instansi vertikal pemerintah yang mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di wilayah Sulawesi Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas
pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
yang diamanahkan negara selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja
pelaksanaan program/kegiatan Semester | Tahun Angggaran 2023 sesuai dengan tugas dan
fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendukung
keberhasilan sesuai RPJMN Tahun 2020-2024. LKIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun
kegagalan serta hal — hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa
mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Angggaran
2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat ini, kami

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik



yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini
dan mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester | Tahun Angggaran
2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat ini dapat
memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada
tahun-tahun berikutnya sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata,mudah — mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester |
Tahun Angggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Barat ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang/nantinya akan diperoleh
manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pada tahun berikutnya.

Mamuju, 5 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah,

Marasidin
NIP 196404251990011001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat telah
berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola
pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam
mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus
diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya
harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas
perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai

dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester Tahun Angggaran 2023 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tidak hanya sekedar alat
akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka
peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Barat dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan
praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik.

Sasaran Strategis yang harus disukseskan Kementerian Hukum dan HAM selama
tahun 2020 — 2024 adalah :

1. Terpenuhinya Peraturan Perundang — Undangan yang sesuai dengan asas
pembentukan Peraturan Perundang — Undangan;

2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
Hak Asasi Manusia;

3. Memastikan pelayanan hukum di bidang hukum dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik;

4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan
kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;

5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;

6. Meningkatkan kesadarann hukum masyarakat;



7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegrasi

efektif dan efisien

Sebagai bagian dari Pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi,
pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 — 2024 adalah :

(.

Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden

‘Kementerian Hukum dan HAM Yang Andal, Profesional,

dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden

dan Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. /

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Barat mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2020 — 2024 (Renstra 2020 — 2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Penjanjian
Kinerja antar Unit Eselon | dengan Kantor Wilayah serta antara Kepala Kantor Wilayah dengan
Para Kepala Divisi dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Dalam isi Perjanjian
Kinerja tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
menjabarkannya ke dalam 22 Sasaran Kegiatan, 60 Indikator Kinerja Kegiatan dan diemban
melalui 4 (empat) program yang berisi 9 (sembilan) Kegiatan. Setiap Indikator kegiatan

tersebut disertai dengan target sebagai alat mengetahui pencapaian indikator kinerja dimaksud.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, dan hak kekayaan
intelektual, dan pemberian informasi hukum;

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya
hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan

pemasyarakatan;



5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan
penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi
manusia; dan

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

CAPAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH SELAMA TAHUN 2023

» Meraih predikat WBK 2023

Peringkat 1 Nasional Pencatatan KI Komunal

A\

» Terbaik Penerima Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi
Manusia

» Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham yang Mendorong
sebagian Besar atau seluruh Kab/Kota Peduli HAM tahun 2022

» Peringkat 3 Nasional Anggota JDIHN Nasional Kantor Wilayah

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

PAGU DAN REALISASI
PER 31 DESEMBER

42,072,511,000 EPAGU @ REALISASI
37,087,985,000
16,133,570,000

B.PEGAWAI B.BARANG B.MODAL




Nilai tarja BO1 s.d BO9 Nilai tarja BO1 s.d BO9

Divisi Administrasi € 99.75 ) ==>| pivisi Pemasyarakatan

Nilai tarja BO15.d BO9 | o Nilai tarja BO1 s.d BO9
Divisi Pelayanan Divisi Keimigrasian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat telah

mewujudkan inovasi — inovasi yang berfokus pada percepatan dan kualitas pelayanan publik

agar dapat dijangkau dan memudahkan masyarakat dalam proses layanan di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Barat. Inovasi — inovasi

tersebut merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sulawesi Barat dalam mendukung sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi. Berikut inovasi

di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat

selama tahun 2022, antara lain :

1. Pelayanan Internal

a.

Aplikasi SIFORTI : inovasi sistem keamanan yang dibuat untuk mengantisipasi
ganguan kamtib satuan kerja pemasyarakatan melalui penyampaian laporan

intelijen harian kepada pimpinan;

. Aplikasi SIKEMBAR : strategi kebijakan dalam rangka pengawasan Orang

Asing dalam bentuk aplikasi;

Coffe Morning “Missulekka” Setiap Jumat Pagi : Kegiatan untuk meningkatkan
capaian kinerja dan merubah pola pikir dengan memberikan sosialisasi dan
pengarahan setiap hari jumat pagi dengan cara nonformal yang merupakan

implementasi dari Corporate University;

. Kegiatan “Mapaccing” Atau (Mari Merapat Cerita-Cerita Peraturan Perundang-

Undangan : Kegiatan dalam bentuk diskusi, dialog, knowledge sharing dengan
narasumber mumpuni di bidangnya yang diadakan secara berkala untuk
meningkatkan kualitas SDM pembentuk Peraturan Perundang-undangan serta

meminimalkan ego sektoral antar lembaga pemerintah di daerah;

. Sistem Layanan Monitoring Dan Deteksi Dini atau SILAMONI : inovasi sistem

pelaporan deteksi dini pada satuan kerja yang berbasis aplikasi website yang
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mana terdapat instrumen-instrumen yang diisi berdasarkan kondisi nyata/real

pada Unit Pelaksana Teknis;

2. Pelayanan Publik

a.

sigiatsulbar.kemenkumham.go.id : sistem informasi berbasis web dalam
menginformasikan seluruh kegiatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham
Sulawesi Barat (Telah Terduplikasi Oleh Kanwil Sulsel Dengan Nama lgauk
Sulsel);

silanot.kemenkumham.go.id : sistem informasi berbasis web dalam pelaporan
notaris;

Tim Pattindro Kekayaan Intelektual : Dbertujuan untuk melakukan
penyebarluasan dan pendiseminasian Kl, memfasilitasi pendaftaran Kl, media
sosialisasi dan promosi, pendukung koordinasi dengan instansi terkait serta
pendampingan masyarakat yang berhadapan hukum terkait Kekayaan

Intelektual;

. MOU dengan Ombudsman : melakukan penandatanganan Kerjasama dalam

peningkatan pengawasan pelayanan publik agar lebih tepat sasaran dan lebih
baik;

. Aplikasi Percepatan permohonan harmonisasi Ranperda dengan tujuan

mengalihmediakan berkas manual menjadi berkas elektronik agar
mempercepat permohonan harmonisasi ranperda dengan stakeholder

(Sementara Proses);

3. Sarana dan prasarana

a.

Ruang Layanan Terpadu ; fasilitas pemberian layanan kepada masyarakat
melalui 1 (satu) pintu layanan;

Telepon Layanan Pengaduan ; memberikan kemudahan dalam memberikan
pengaduan yang telah dialami oleh masyarakat yang langsung ditangani oleh
Kepala Kantor Wilayah;

ALO TALKS (Podcast Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Barat) : media komunikasi dan hiburan dalam penyampaian
informasi kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami tentang tugas dan

fungsi Kantor Wilayah;

. Ruang Laktasi : memfasilitasi kebutuhan pegawai maupun masyarakat yang

datang ke Kantor Wilayah jika ingin memberikan ASI terhadap anaknya;
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e. Tempat Bermain Anak : memfasilitasi kebutuhan pegawai maupun masyarakat
yang datang ke Kantor Wilayah jika membawa anak;

f. Pojok Baca : memfasilitasi masyarakat yang menunggu dilayani oleh Kantor
wilayah;

g. Aula Pengayoman : memfasilitasi dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan
yang membutuhkan ruangan besar agar lebih efektif dan efisien dalam
melaksanakan kegiatan;

h. Ruang Rapat Modern : memfasilitasi kegiatan Kantor Wilayah dalam
mengadakan rapat sebagai kenayamanan pegawai dalam melaksanakan
kegiatan rapat;

i. Ruang Legal Drafting : memfasilitasi perancang dalam menyusun Raperda
maupun kegiatan harmonisasi yang mengundang stakeholder;

J. Smoking Area : memfasilitasi pegawai yang sering merokok agar tidak

mengganggu kinerja pegawai yang lain.

Berdasarkan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” yaitu Profesional,
Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif dan dikolaborasikan dengan tata nilai Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam penunjang pelayanan publik serta mendukung terwujudnya
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki MASKOT WBK WBBM yang

diberi nama S| ALO berikut penjelasannya tertuang dalam gambar sebagai berikut :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

SIALO
MASCOT WBK/WBBM

“Dengan kekuatan terbang yang tinggi, menunjukan kinerja
dan pancaran energi positif. Hal ini sebagai simbol keperkasaan
yang merupakan modal dasar ASN Kanwil Kemenkumham Sulbar untuk
membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokras Bersih dan Melayani (WBBM)"
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BAB | PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada Peraturan
Perundang - undangan dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang
mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan, baik untuk jangka panjang
yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangungan Jangka Panjang), jangka menengah
atau RPIJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek

disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah satu
institusi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan Negara. Sebagai unsur pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM berperan
serta dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaaan
penegakan hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dipimpin
oleh seorang Menteri Hukum dan HAM serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Republik Indonesia.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya,
diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
mengintegrasikan dari sistem perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang

kemudian dituangkan dalam laporan kinerja.

Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavoman - KANTOR WILAYAH KBVENTER ANH.LKLM DANHAM SULAWES BARAT

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya
merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen

untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat
dan lingkungannya;
Mewujudkan transparan pada Instansi Pemerintah;
Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

Memelihara kepercayaan masyarakat keapda pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap Instansi
Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja
(Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) yang secara sistematis akan mengarahkan Instansi Pemerintah
dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan

pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

serta anggaran (DIPA).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
sebagai instansi yang menyelenggarakan sebagian fungsi Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia di tingkat wilayah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setelah
berakhirnya tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis

sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sulawesi  Barat sebagai unsur penyelenggara negara, harus pula
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP). Diharapkan penyusunan LKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2022 mampu menggambarkan keberhasilan /
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kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyusunan LKIP ini di gunakan juga dasar hukum yang menjadi dasar

dalam melaporkan kinerja Kantor Wilayah sebagai berikut:

1.

10.

11.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 — 2024;
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-09.0T.01.01 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-
06.0T.01.01 Tahun 2021 Tetang P Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham
Tahun 2021-2024;

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-08.0T.01.01 Tahun 2022 tentang
Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.
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B. TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI
1. Kedudukan Kantor Wilayah
Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 30 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Adapun kedudukan Kantor Wilayah adalah
sebagai berikut:
a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya
disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala;
c) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

2. Tugas Kantor Wilayah
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Kantor Wilayah
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah

menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, dan hak kekayaan
intelektual, dan pemberian informasi hukum;

c) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah,
pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan

bantuan hukum;
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d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan

pemasyarakatan;

e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan

penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak

asasi manusia; dan

f)

Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah terdiri dari 4 (empat) Divisi, yaitu :

1. Divisi Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan tugas Kantor Wilayah di bidang

pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi

menyelenggarkan fungsi :

a)
b)

c)

d)

Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;

Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan
anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;

Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana dan
reformasi birokrasi;

Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan
keuangan dan barang milik negara;

Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol,
pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi;
Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya

manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
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Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor

Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian:

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program,
kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan
reformasi birokrasi, protokol, hubungan kerjasama masyarakat, pelayanan
pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data serta
evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian
Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

¢  Penyiapan koordinasi dan penyusuanan rencana dan program dan
anggaran;

e Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana
dan reformasi birokrasi;

e Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan
masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;

e Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data dan;

e Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Penyusunan Program dan Humas terdiri dari:

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitiasi
penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan,

evaluasi dan penyusunan laporan.
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b)

2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan
Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat,

penyiapan bahan fasilitiasi reformasi birokrasi, kerjasama, pelayanan

pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan
pengelolaan pengembangan sumber daya manusia serta urusan tata
usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam

melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

e Penyiapan koordinasi dan pelaksaan urusan kepegawaian;

¢ Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik
negara;

e Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya
manusia; dan

e Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri dari:

1) Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,
pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan
pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia

serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.
2) Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
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2. Divisi Pemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a) Pembinaan dan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang
pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan
kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi,
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan
dan ketertiban;

b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan
latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak,
teknologi informasi, dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan
kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan
negara serta keamanan dan ketertiban;

c¢) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi
Pemasyarakatan;

d) Penggordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaansumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari:
a) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja
produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi

informasi dan kerjasama.
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b)

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan dan

Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis
di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan
Kerjasama;

Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan  pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan
narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan

pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi terdiri dari:

1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan

2)

Kerjasama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan,
evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang
pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi
dan kerja sama.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas melakukan penyiapan bahan
pembinan dan pengendalian pelaksaan tugas teknis, kerja sama,
pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas

teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan
Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan

Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
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teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas

teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi,

pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan

dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Tahanan,

Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan

Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan
rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara
serta keamanan dan ketertiban; dan

Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan,
perawatan Kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan

barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan

Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri dari:

1)

2)

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan
Rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,
evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di
bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.
Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan
Negara, dan Keamanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,
evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di
bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta

keamanan dan ketertiban.
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3.

Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segala tugasnya

Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

d)

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di
bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi
informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;

Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan
perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan
penindakan keimigrasian;

Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi
Keimigrasian; dan

Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi

dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri atas:

a)

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan

penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan

informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan,

pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Dalam Pelaksanaan

tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

e Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan
perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi

informasi keimigrasian;

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavoman - KANTOR WILAYAH KBVENTER ANH.LKLM DANHAM SULAWES BARAT

e Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan
perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi

informasi keimigrasian.
Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

1) Subbidang Perizinan Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,
evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang
perizinan Keimigrasian.

2) Subbidang Informasi Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,
evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang

sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

b) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan,
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang

intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

¢ Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan
penindakan keimigrasian; dan

e Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas

teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
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Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

1) Subbidang Intelijen Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan
pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang

intelijen dan pengawasan keimigrasian.

2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan
keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan

penindakan keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan

di wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak

Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang
pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan
pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum

Daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di
daerah,pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah,
pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum
dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta

pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang
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peraturan perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat
fungsional tertentu lainnya;

Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan
kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan
produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah,
pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian
pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi
manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan,
pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan
perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional
tertentu lainnya;

Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pengoordinasian  perencanaan dan  pelaksanaan pengelolaan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a) Bidang Pelayanan Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan

kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas :

1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas
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teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia,
administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan
penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenaipartai politik,
serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan,
evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang
penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan
penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi

kekayaan intelektual komunal.

b) Bidang Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui
penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi
hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk
hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan
teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang

peraturan perundang-undangan di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi,
serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi
analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program
pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi
penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi

pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan
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produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan

pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

2) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama,
pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis
di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan
hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis,

pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

c) Bidang Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan

pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi

manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan

pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi

manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian,

dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian

hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi,
serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi
dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen
hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana
aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak

asasi manusia.
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2) Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi
serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di  bidang
pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan

informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

TANTOR WILAYAM
CEMENTERIAN HUTLM DAN HAM

BAGIAN PROGTAM D2

HUBUNGAN MASYARAKAT el

BALY PENDONAN DAN
LATUN

BOANG PIMUNAN SOMNG PEANANI K BOING FERTIVAN OAN BOANG NTRLLIN DAN
BOMBAGAN, DAN TONOLOG TAMANAK, CISENATAN IVFORMAL KEMIGRALEN PENNDALAN CEMGRASAN
NIOENAS! SOASEITAS, PINGROLMN
BONDA STAAN, BARANG
AN LN NEGIRA
FLAMANAN

O

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASIDANTATA KERJA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

Gambar 1.1 Sturktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM
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Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan,
pelaksanaan program da kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Barat didukung oleh Sumber Daya Manuisa yang memiliki
professionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawain (SIMPEG) Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat per tanggal 31 Desember 2023
menunjukkan terdapat 644 Pegawai yang tersebar di 12 Satuan Kerja termasuk Kantor
Wilayah. Berikut adalah jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH PEGAWAI

NO SATUAN KERJA PRIA WANITA TOTAL
1. Kantor Wilayah 80 42 122
2. Lapas Kelas IIB Polewali 71 18 89
3. Kanim Kelas Il Non TPI Polewali Mandar 24 8 32
4. Kanim Kelas Il Non TPI Mamuju 21 3 24
5. LPKA Kelas Il Mamuju 32 6 38
6. Rutan Kelas [IB Mamuju 53 10 63
7. Rutan Kelas IIB Majene 48 14 62
8. Rutan Kelas IIB Pasangkayu 54 6 60
9. Bapas Kelas Il Polewali 29 8 37
10. LPP Kelas Il Mamuju 18 39 57
11. Lapas Kelas Il Mamasa 42 3 45
12. Rupbasan Kelas | Mamuju 13 2 15

JUMLAH 485 159 644

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

JUMLAH PEGAWAI

NO. SATUAN KERJA GOLONGAN TOTAL
Il Il \Y
1. Kantor Wilayah 26 77 19 122
2. Lapas Kelas IIB Polewali 45 43 1 89
3. Kanim Kelas Il Non TPI Polewali Mandar 8 24 0 32
4, Kanim Kelas Il Non TPI Mamuju 2 22 0 24
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NO

10.
11.

12.

LPKA Kelas Il Mamuju

Rutan Kelas IIB Mamuju

Rutan Kelas 1IB Majene

Rutan Kelas IIB Pasangkayu

Bapas Kelas Il Polewali

LPP Kelas Il Mamuju

Lapas Kelas Il Mamasa

Rupbasan Kelas || Mamuju
JUMLAH

1.3 Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

SATUAN KERJA

Kantor Wilayah

Lapas Kelas 1IB
Polewali

Kanim Kelas Il Non TPI Polewali
Mandar

Kanim Kelas Il Non
TPl Mamuju

LPKA Kelas Il
Mamuju

Rutan Kelas 1IB
Mamuju

Rutan Kelas 11B
Majene

Rutan Kelas 11B
Pasangkayu

Bapas Kelas Il
Polewali

LPP Kelas Ill Mamuju

Lapas Kelas Il
Mamasa
Rupbasan Kelas I
Mamuju

JUMLAH

337

23
46
35
49

51
37

14
16
26
11
30

282

JUMLAH PEGAWAI

STRATA PENDIDIKAN

SMA  DIIl/
DIV
27 5
58 2
5 7
2 3
22 3
51 4
43 3
48 2
7 1
51 3
40 -
11 2
363 33

S1

67
29

15

16

11

11

17

8

25

208

S2

20
1

37

25

S3

2

38
63
64
60
37
57
45
15
644

TOTAL

122
89

32

24

38

63

64

60

37
57
45

15
644
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Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Sulawesi Barat
sendiri memiliki 117 pegawai yang tersebar di 4 (empat) Divisi yaitu 45 Pegawai di Divisi
Administrasi, 18 Pegawai di Divisi Pemasyarakatan, 10 Pegawai di Divisi Keimigrasian, 38
pegawai di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta 5 Orang Pimpinan Tinggi. Berikut
adalah grafik jumlah pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sulawesi Barat berdasarkan Divisinya :

PEGAWAI KANWIL

PIMTI DIV ADM DIV PAS DIV IMI DIV
YANKUM

Gambar 1.2 Data Pegawai Kanwil Sulbar

5. Satuan Kerja Kantor Wilayah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat mempunyai 11 Satuan Kerja yang
terbagi di beberapa Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat yang diantaranya
Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah dan
Mamuju Utara (Pasangkayu) dan hanya Kabupaten Mamuju Tengah yang tidak
memiliki Satuan Kerja, sehingga Kantor Wilayah berkewajiban melakukan
pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Kerja di daerah tersebut. Adapun Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat diantaranya :
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2.

Rutan Kelas IIB Pasangkayu

N

Lapas Kelas III Mamasa

Kab. Mamasa

1UPT

Mamuju
Tengah

Tidak ada

Mamuju
Utara
1 UPT

Kab. Mamuju
5 UPT

Kab. Majene
1 UPT

Kab. Polewali
Mandar

3 UPT

-

<

—

Kanim Kelas IT Non TPI
Mamuju;

Rutan Mamuju Kelas 11B
Mamuju;

LPKA Kelas II Mamuju;
LPP Kelas ITI Mamuju;
Rupbasan Kelas II Mamuju.

Rutan Kelas IIB Majene

L

1. Kanim Kelas IT Non TPI Polman;
2. Lapas Kelas IIB Polewali;
3. Bapas Kelas IT Polewali

Gambar 1.3 Persebaran UPT Kanwil Sulawesi Barat

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Adapun maksud dan tujuan di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) adalah:

umum;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;

Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan/kinerja pada Kantor Wilayah

Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat secara

khusus dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara
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Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;

Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat secara
berkesinambungan;

Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;

Mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Barat untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan fungsinya secara baik dan

trasnparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

D. ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis yang disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi

dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

1)

Mewujudkan Peraturan Perundang — Undangan yang harmonis yang sejalan dengan

kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan

strategi :

. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian,pembulatan dan
pemantauan konsepsi rancangan Peraturan Perundang — Undangan;

° Peningkatan  kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang —
Undangan,;

o Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Stakeholders
dalam rangka meminimalisir ego sectoral terkait pembentukan regulasi;

. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadao
rancangan Peraturan Perundang — Undangan yang sedang disusun;

. Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan
Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost and Benefit Analysis (CBA);

. Mempercepat proses integrasi database Peraturan Perundang — Undangan
berbasis Tl melalui IDIHN;
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2)

3)

4)

Melakukan penelitian di bidang KI dan AHU serta mendukung pembangunan

Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan

dengan beberapa strategi:

Layanan di Bidang Administrasi Hukum Umum

Pemanfaatan Tl dalam penyelenggaraan pelayanan jasa AHU, pengembangan
sistem database terpadu berbasis elektronik, penguatan kerangka hukum serta
peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung
penyelenggaraan layanan AHU dan otoritas pusat.

Layanan di Bidang Keimigrasian

Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan
memanfaatkan TI, memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada
masyarakat, penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik serta membuat
kebijakan yang ramah investasi.

Layanan di Bidang Kekayaan Intelektual

Modernisasi layanan HCDI, Merk, dan Indikasi Geografis serta Paten, DTLST
dan RD, modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa Kl melalui
pengembangan mekanisme alternatif  penyelesaian sengketa  dan
pengembangan skema pencegahan.

Layanan di Bidang Pemasyarakatan

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan mutu
pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi, optimalisasi pemanfaatan TI,
membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan denngan

memanfaatkan TI.

Mendorong inovasi kreativitas masyarakat dengan strategi ekstensifikasi kerja

sama dan pemberdayaan Kl melalui Knowledge Transfer sebagai penerapan

Corporate University serta penguatan manajemen pengetahuan Kl berbasis TIK

melalui pembangunan platform digital KI;

Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan

pemberian izin pendirian badan usaha;

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavoman - KANTOR WILAYAH KBVENTER ANH.LKLM DANHAM SULAWES BARAT

5)

6)

7

8)

9)

Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Adapun strategi yang

diusulkan dengan mengatasi overcrowding, mengatasi jaringan peredaran narkoba

dan optimalisasi program rehabilitasi, penguatan kualitas dan kuantitas petugas

pemasyarakatan, rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL, Pendidikan penyetaraan kejar

paket dan waijib belajar 12 tahun bagi anak;

Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA dengan

strategi peningkatan kerja sama intelijen Keimigrasian, optimalisasi LHI,

pengembangan interkoneksi SIMKIM, perluasan implementasi Border Control

Management di TPl dan PLBN, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di

TPI, pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas, implementasi QR Code dalam

rangka pengawasan Orang Asing di TPI;

Terlindunginya Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan strategi melaksanakan

RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan melibatkan seluruh

K/L dan Pemerintah Daerah, mendorong percepatan penyelesaian kasus — kasus

pelanggaran HAM, meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan

dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Menyusun kebijakan/peraturan Perundang —

Undangan yang berspektif HAM, meningkatkan kerja sama, meningkatkan sarana dan

prasarana.

Meningkatkan nilai — nilao dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta

akses keadilan dilaksanakan dengan strategi :

e Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan
permasalahan hukum yang terjadi di wilayah;

¢ Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung
peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;

o Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan
karir serta kompetensi penyuluh hukum;

¢ Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin.

Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak

mempunyai dokumen sesuai prosedur dilaksanakan dengan strategi penguatan

sarana prasarana di LPBN, implementasi laboratorium forensic keimigrasian di PLBN,
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10)

11)

pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas, peningkatan kerja sama Intelijen
Keimigrasian, pemberlakukan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai
indikator pengukur capaian Kkinerja, peningkatan kerja sama Keimigrasian,
peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT;

Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas / Rutan dilaksanakan

dengan strategi melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan

Lapas/Rutan, meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan,

meningkatkan Kerjasama, pemanfaatan Tl, implementasi kerja sama kontra intelijen
dan kotra narasi;

Terwujudnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi organisasi
solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dilakukan dengan beberapa strategi:

o Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif
Meningkatkan nilai SAKIP, meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB), penataan
kelembagaan, peningkatan pengelolaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas
penyusunan laporan keuangan, menyusun kebijakan pengelolaan BMN,
meningkatkan pelayanan pengadaan barang / jasa, menjaga;

e Strategi untuk Pengawasan Intern
Pelaksanaan pengawasan intern berbasis resiko, meningkatkan peran
Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting, meningkatkan
pengelolaan keuangan Kementerian, membangun komitmen terhadap organisasi,
melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas, melakukan sosialisasi dan
pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun
2019, menyusun strategi anti korupsi, mengintegrasikan SIMWAS dan
pengembangan Audit Teknologi Informasi.

e Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Melaksanakan audiensi Bersama Unit Eselon I, meningkatkan akses publik,
meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah, melaksanakan survey penilaian
kualitas pelayanan public pada Satuan Kerja, melakukan pemetaan dan evaluasi
SDM.
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e Strategi Pengembangan SDM
Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Corporate University, mengintegrasikan pengembangan
kompetensi melalui pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Corporate University dengan seluruh Unitu Eselon | dan Kantor Wilayah.

ISU STRATEGI

Isu Strategis yang di hadapi Kantor Wilayah di antaranya :

1. Kurang optimalnya pengetahuan Masyarakat terhadap jenis-jenis layanan pada Kantor
Wilayah;

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitas pelayanan berbasis IT pada
Kantor Wilayah
Keadaan Geografis yang menjadi penghalang dalam memberikan layanan
Rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hukum dan HAM;
Masyarakat kurang memahami alur pengaduan pelanggaran yang penanganannya
berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
Kurangnya pelaporan tentang pelanggaran Hukum dan HAM di Sulawesi Barat;
Kurangnya kerjasama antara instansi terkait;

8. Adanya berita negatif yang menghilangkan kepercayaan masyarakat.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat periode tahun 2021 berpedoman
pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yaitu :
KATA PENGANTAR :
Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Semester | Tahun 2023.
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RINGKASAN EKSEKUTIF :

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Sulawesi Barat Semester || Tahun 2023.

BAB |

BAB II

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan
struktur organisasi, Satuan Kerja, permasalahan, maksud dan tujuan, landasan

hukum serta sistematika laporan.
PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
Semester |l Tahun 2023.

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan dan menganalisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja
maupun Penyerapan Anggaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Semester 1l Tahun
2023.

PENUTUP

Memberikan kesimpulan secara menyeluruh terhadap Laporan Kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Semester
Il Tahun 2023 serta rencana tindak lanjut yang berupa upaya/strategi dalam

meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.
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BAB || PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan RPJPN 2005 - 2025, sasaran pembangunan jangka
menengah 2020 — 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam
RPJPN 2005 — 2025, maka RPJMN 2020 — 2024 merupakan tahapan ke empat
(terakhir). Terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005 — 2025 untuk

mencapai tujuan utama dari rencanan pembangunan Nasional periode akhir, yaitu :

Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;

0w DN PF

Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020 — 2024
adalah “Indonesia Yang Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil
dan Berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang

dicanangkan adalah:

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

S

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER Il TAHUN ANGGARAN 2023



rencaoman - KANTOR WILAYAH KEVENTERI ANH.KLM DAN HAM SULAWES BARAT

Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
tugas dan  fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.
Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dimaknai sebagai Tindakan atau kegiatan yang
dimaksudkan untuk membentuk kehidupan Hukum dan Hak Asasi Manusia ke arah
yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan - kegiatan
pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di lakukan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan
kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang
dilaksanakan Lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu
dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020 — 2024.
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun
2020 — 2024 merupakan pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri
PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 — 2024.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan
memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Rencana strategis disusun untuk menghadapi persoalan yang
mungkin timbul dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Rencana
strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan
mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain
agar mampu memenuhikeinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana
strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga
mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, Internal Business Process,
Learning dan Growth serta Financial sehingga dapat mengarahkan anggota /

organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun
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operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan /

kegagalannya.

1.

Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas
sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi
harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan
melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat
menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi
adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh

masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional
2020 — 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun
2020 — 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
K.H Ma’ruf Amin adalah :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi

Pembangunan yang dikenal dengan Nawacita ke dua yaitu :

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

a

b

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

f. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan
terpercaya,

g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
setiap warga;

h. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;

i.  Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
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Adapun 5 (lima) arahan utama yang di tetapkan Presiden sebagai strategi
dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045

(Indonesia Maju) adalah :

a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di dukung dengan Kerjasama
industri dan talenta global;

b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan produksi
dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai
tambah perekonomian rakyat;

c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus
Law, terutama menerbitkan 2 Undang — Undang. Pertama, UU Cipta
Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

d. Memprioritaskan  investasi untuk penciptaan lapangan Kkerja,
memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan
eselonisasi;

e. Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari Pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya
visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka
ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 — 2024

adalah :

f “Kementerian Hukum dan Hak Asasi \
Manusia Yang Andal, Profesional, Inovatif
dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepala
Presiden dan Wakil Presiden Untuk
Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

k Berlandaskan Gotong Royong” J

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER Il TAHUN ANGGARAN 2023



PENGAYOMAN mWLAYAl_I MRAN HK.M mN I‘M W WAT

Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden point (f)
yaitu Penegakan Sistem Hukum yang bebas dari korupsi bermartabat dan
terpercaya, misi point (g) vyaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi point (h) yaitu
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi
Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

a. Membentuk Peraturan Perundang — Undangan yang berkualitas dan
melindungi kepentingan nasional;

b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;

C. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual,
Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang
bebas dari Korupsi, bermanfaat dan terpercaya;

d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi

Manusia yang berkelanjutan;

e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan
Pemasyarakatan;

g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Organisasi

Dalam penyusunan Rencana Strategis, tujuan adalah kondisi yang akan
atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan akan menjadi acuan dalam
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang
telah dirumuskan, maka tujuan yang akan di capai oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia periode 2020 — 2024 adalah :

a. Mewujudkan Peraturan Perundang — Undangan yang harmonis yang
sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah;
b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia yang

prima;
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Mendorong inovasi kreativitas masyarakat;

d. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;

e. Meningkatkan nilai — nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta
akses keadilan;

f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WN/WNI
yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan
keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;

g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan
terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

2. Sasaran Strategis dan Tata Nilai

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh
Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome / impact dari beberapa
tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor
eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian
Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan
seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dari hasil inventarisasi strategi,
disepakati Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Hukum
dan HAM Tahun 2020 — 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

LEVEL SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
PERSPEKTIF STRATEGIS
ORGANISASI

Perspektif Terpenuhinya Peraturan Indeks Kualitas Perundang -
Pemangku Perundang - Undangan yang Undangan

Kepentingan sesuai dengan azas

Eksternal pembentukan Peraturan

Perundang - Undangan

Persentase capaian aksi HAM
Pemerintah Pusat memenuhi
target

Mengoptimalkan peran dalam
penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan HAM

Perspektif Bisnis
Proses Internal
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Memastikan pelayanan publik
di Bidang Hukum sesuai
dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik

Memastikan penegakan hukum
yang mampu menjadi
pendorong inovasi dan
kreatifitas dalam pertumbuhan
ekonomi Nasional

Ikut berperan serta dalam
menjaga stabilitas keamanan
dan kedaulatan NKRI

Meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat
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Persentase Capaian aksi HAM
Pemerintah Daerah Provinsi /
Kabupaten / Kota memenubhi
target

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap  Layanan  Publik
Bidang Hukum

Persentase permintaan
bantuan timbal balik dalam

masalah pidana dan ekstradisi
yang telah di tindaklanjuti

Persentase peningkatan
penyelesaian pelanggaran

Kekayaan Intelektual secara
tuntas

Persentase menurunnya
residivis

Persentase Klien
Pemasyarakatan yang

produktif, Mandiri, dan Berdaya
Guna

Persentase Benda Sitaan dan
Barang Rampasan yang terjada

kuantitas dan  kualitasnya
(nilainya)

Persentase Tahanan
mendapatkan perlindungan dan
perawatan

Indeks keamanan dan
ketertiban UPT
Pemasyarakatan

Persentase penegakan hukum
Keimigrasian yang maksimal
Indeks Kepuasan Masyarakat
atas pelayanan dokumentasi
hukum

Persentase desa / kelurahan
sadar hukum yang terbentuk di
masing - masing wilayah

Persentase permohonan
bantuan hukum litigasi yang
dilayani sesuai dengan
Peraturan Perundang-
Undangan

Persentase permohonan

bantuan hukum non litigasi
yang dilayani sesuai dengan
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Perspektif
Pembelajaran
dan
Pertumbuhan

Meningkatkan kompetensi
strategis Sumber Daya
Manusia di Bidang Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Membangun budaya kerja
yang berorientasi kinerja
organisasi yang berintegritas,
efektif dan efisien

Peraturan Perundang-
Undangan
Indeks  Kepuasan layanan

bantuan hukum

Persentase ASN yang telah
memenuhi standar kompetensi
jabatan

Persentase alumni diklat yang
meningkat kinerjanya

Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai SAKIP

Nilai Maturitas SPIP

Opini Atas Laporan Keuangan
Indeks Persepsi Integritas
Persentase KTl yang disitasi

Jika di gambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan
terlihat sebagai berikut :

PEMANGKU
KEPENTINGAN
EKSTERNAL

BISNIS
PROSES
INTERNAL

Gambar 2.1 Peta Strategi Level Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020 — 2024 serta
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Hukum dan HAM

mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar
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bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020 — 2024 yaitu “PASTI” yang

merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip — prinsip tuntunan dan prilaku yang
melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh
Sumber Daya Manusia (SDM) bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata nilai
mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan
serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil
Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian
Hukum dan HAM menjadi Institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat,
terpercaya dan berkelas dunia. Adapun nilai — nilai yang terkandung dari masing

— masing kata tersebut adalah sebagai berikut :
e Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk
mencapai tujuan organisasi melalui penugasan bidang tugasnya, menjunjung

tinggi etika dan integritas profesi.

e Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau

peraturan yang berlaku.

e Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan
untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan

berkualitas.

Transparan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentnag penyelenggaraaan
pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil — hasil yang dicapai.
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e Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan
inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsinya.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
A. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak

dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

1) Mewujudkan Peraturan Perundang — Undangan yang harmonis yang
sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah,
dilaksanakan dengan strategi :

o Reformasi regulasi melalui kegiatan
pengharmonisasian,pembulatan dan pemantauan konsepsi
rancangan Peraturan Perundang — Undangan;

o Peningkatan =~ kompetensi tenaga  Perancang Peraturan
Perundang — Undangan;

o Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/
Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sectoral terkait
pembentukan regulasi;

o Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan
terhadao rancangan Peraturan Perundang — Undangan yang
sedang disusun;

o Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan
memperhatikan Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost and
Benefit Analysis (CBA);

o Mempercepat proses integrasi database Peraturan Perundang —
Undangan berbasis Tl melalui JDIHN;

o Melakukan penelitian di bidang Kl dan AHU serta mendukung
pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional
(PHN).

2) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima,

dilaksanakan dengan beberapa strategi :
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e Layanan di Bidang Administrasi Hukum Umum
Pemanfaatan Tl dalam penyelenggaraan pelayanan jasa AHU,
pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik,
penguatan kerangka hukum serta peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan
layanan AHU dan otoritas pusat.

¢ Layanan di Bidang Keimigrasian
Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan
memanfaatkan Tl, memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian
kepada masyarakat, penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik
serta membuat kebijakan yang ramabh investasi.

e Layanan di Bidang Kekayaan Intelektual
Modernisasi layanan HCDI, Merk, dan Indikasi Geografis serta
Paten, DTLST dan RD, modernisasi sistem penyidikan dan
penyelesaian sengketa Kl melalui pengembangan mekanisme
alternatif penyelesaian sengketa dan pengembangan skema
pencegahan.

e Layanan di Bidang Pemasyarakatan
Peningkatan kuantitas dan Kkualitas sarana dan prasarana,
meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan
rehabilitasi, optimalisasi pemanfaatan TI, membangun dan
mengimplementasikan inovasi pelayanan denngan memanfaatkan
TI.

3) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat dengan strategi
ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kl melalui Knowledge
Transfer sebagai penerapan Corporate University serta penguatan
manajemen pengetahuan Kl berbasis TIK melalui pembangunan
platform digital KI;

4) Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui
kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha;

5) Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri.
Adapun strategi yang diusulkan dengan mengatasi overcrowding,

mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program
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rehabilitasi, penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan,

rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL, Pendidikan penyetaraan kejar paket

dan wajib belajar 12 tahun bagi anak;

6) Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan
WNA dengan strategi peningkatan kerja sama intelijen Keimigrasian,
optimalisasi LHI, pengembangan interkoneksi SIMKIM, perluasan
implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN, optimalisasi
pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI, pembangunan Aplikasi
Analisis Profil Pelintas, implementasi QR Code dalam rangka
pengawasan Orang Asing di TPI;

7) Terlindunginya Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan strategi
melaksanakan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah, mendorong
percepatan penyelesaian kasus — kasus pelanggaran HAM,
meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan
pelanggaran Hak Asasi Manusia, Menyusun Kkebijakan/peraturan
Perundang — Undangan yang berspektif HAM, meningkatkan kerja
sama, meningkatkan sarana dan prasarana.

8) Meningkatkan nilai — nilao dan sikap kesadaran hukum
masyarakat serta akses keadilan dilaksanakan dengan
strategi :
¢ Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan

dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah;

e Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang
dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum
masyarakat;

e Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan,
pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;

e Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang
miskin.

9) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI
yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dilaksanakan dengan
strategi penguatan sarana prasarana di LPBN, implementasi

laboratorium forensic keimigrasian di PLBN, pembangunan Aplikasi
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Analisis Profil Pelintas, peningkatan kerja sama Intelijen Keimigrasian,
pemberlakukan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai
indikator pengukur capaian kinerja, peningkatan kerja sama
Keimigrasian, peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT;

10) Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas / Rutan
dilaksanakan dengan strategi melakukan standarisasi sarana dan
prasarana pengamanan Lapas/Rutan, meningkatkan kualitas dan
kuantitas petugas pengamanan, meningkatkan Kerjasama, pemanfaatan
Tl, implementasi kerja sama kontra intelijen dan kotra narasi;

11) Terwujudnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi
organisasi solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dilakukan
dengan beberapa strategi:

e Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif
Meningkatkan nilai SAKIP, meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi
(RB), penataan kelembagaan, peningkatan pengelolaan anggaran,
meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan,
menyusun kebijakan pengelolaan BMN, meningkatkan pelayanan
pengadaan barang / jasa, menjaga,;

e Strategi untuk Pengawasan Intern
Pelaksanaan pengawasan intern berbasis resiko, meningkatkan
peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan
consulting, meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian,
membangun komitmen terhadap organisasi, melaksanakan
penilaian mandiri persepsi integritas, melakukan sosialisasi dan
pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
28 Tahun 2019, menyusun strategi anti korupsi, mengintegrasikan
SIMWAS dan pengembangan Audit Teknologi Informasi.

e Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Melaksanakan audiensi Bersama Unit Eselon |, meningkatkan akses
publik, meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah,
melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan public pada

Satuan Kerja, melakukan pemetaan dan evaluasi SDM.
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e Strategi Pengembangan SDM
Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University,
mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui
pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Corporate University dengan seluruh Unitu Eselon | dan Kantor
Wilayah.

4. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia turut terlibat dan mengkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas
Nasional VIl yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga
berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu
pada Prioritas Nasional | : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional Il : Peningkatkan
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan

Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai sasaran kegiatan secara tepat, terukur dan akuntabel,
maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian
diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja
tersebut berisi Indikator Kinerja dan target capaian yang menjadi alat bantu ukur
mencapai sasaran program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator
Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun
2023 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.2 FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA DIVISI ADMINISTRASI
Unit Eselon | : Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I

Unit Eselon Il : Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sulawesi Barat

Tahun 12023

@ @ ®) “

1. | Membangun budaya kerja yang | 1. Nilai Reformasi
berorientasi kinerja organisasi yang Birokrasi 87,0
berintegrasi, efektif dan efisien > Nilai Akuntabilitas

Kinerja

(1) 2 (3) 4)

1. | Mewujudkan Tata Kelola | 1. Persentase satuan kerja
Pemerintahan yang efektif dan yang nilai AKIP minimal 94%
efisien di lingkungan Kementerian “BB”
Hukum y dﬁ‘(n kHAII'\iI Idengan 2. Presentase satuan kerja

2. | Terwujudnya pengelolaan | Opini Audit Eksternal atas
keuangan Kementerian Hukum dan | Laporan Keuangan WTP
HAM yang akuntabel Kemenkumham

@) (&) @) (4)
1.

Terwujudnya layanan | Indeks kepuasan layanan
administrative dan fasilitatid Kantor | internal  di  lingkungan
Wilayah yang efektif dan efisien Kantor Wilayah 3,1 Indeks

Program Dukungan Manajemen Rp. 18.493.400.000,-

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Rp. 18.493.400.000,-
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Tabel 2.3 FORMULIR PENETAPAN KINERJA DIVISI| PEMASYARAKATAN

Unit Eselon |
Unit Eselon li

Sulawesi Barat
Tahun : 2023

: Ditien Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.1

: Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

@) 2 3 “4)
1. | Memastikan pelayanan publik di | Indeks Kepuasan
bidang hukum sesuai dengan asas | Masyarakat terhadap 80
) : . (Indeks)
penyelenggaraan pelayanan publik | Layanan  Publik  Bidang
Hukum
2. | Memastikan penegakan hukum | 1. Persentase klien
yang mampu menjadi pendorong Pemasyarakat yang 50%
inovasi dan kreatifitas dalam produktif, mandiri dan
pertumbuhan ekonomi nasional berdayaguna
2. Persentase benda sitaan
dan barang rampasan
yang terjaga kuantitas 80%
(jumlah) dan kualitasnya
(nilai)
3. Persentase menurunya
residivis 1%
4. Persentase tahanan
yang mendapatkan
perlindungan dan 90%
perawatan
3. | Ikut berperan serta dalam menjaga | Indeks  keamanan dan
stabilitas keamanan dan | ketertiban UPT 80,0
kedaulatan NKRI Pemasyarakatan (Indeks)

@) 2 3) 4)
1. | Terwujudnya penyelenggaran | 1. Indeks Kepuasan 85 (Nilai
Pemasyarakat yang berkualitas Layanan Indeks)
Pemasyarakatan
2. Indeks Pelaksanaan | 85 (Nilai
Kerjasama Indeks)
Pemasyarakatan
3. Indeks Kepuasan | 85 (Nilai
Penggunaan Layanan IT | Indeks)
Pemasyarakatan
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4. Indeks Parameter
Derajat Kesehatan, | 83 (Nilai
Narapidana, Anak dan | Indeks)
Tahanan
2. | Terwujudnya  Penyelenggaraan | 1. Indeks Keberhasilan | 56 (Nilai
Pemasyarakatan yang Profesional Pembinaan Narapidana Indeks)
dalam mendukung Penegakan [ 2 |ndeks Pemenuhan Hak | 92,5 (Nilai
Hukum berbasis HAM terhadap Narapidana Indeks)
e, e S g |3 ndeks _Keberhasian | gy
Narapidana, . Anak. dan Kien |  Program Pembimbingan | o o
PemapsyaraI’(atan ' Klien Pemasyarakatan
4. Indeks Pembinaan | 74 (Nilai
Khusus Anak Indeks)
5. Indeks Pengelolaan | 80 (Nilai
Basan Baran Indeks)
6. Indeks Pelayanan | 80 (Nilai
Tahanan Indeks)
3. | Terwujudnya  Penyelenggaraan | Indeks Keamanan dan 80 (Nilai
Pemasyarakatan yang aman dan | Ketertiban UPT Indeks)
tertib Pemasyarakatan

) ) 3) 4)
1. | Terwujudnya Indeks Penyelenggara
penyelenggaraan pelayanan Pemasyarakatan di Wilayah 82
pemasyarakatan yang (Indeks)
berkualitas di wilayah
2. | Meningkatkan Pelayanan 1. Persentase menurunnya 0
Tahanan di Wilayah sesuai Tahanan yang Overstaying 90%
Standar D. Persentase Tahanan yang
memperoleh Layanan 90%
Penyuluhan Hukum
3. Persentase Tahanan yang
memperoleh Fasilitas Bantuan 90%
Hukum
3. | Meningkatkan Pelayanan, 1. Persentase Narapidana yang
Pembinaan Kepribadian, memperoleh nilai baik dengan
Pelatihan Vokasi, Pendidikan predikat memuaskan pada 70%
dan Penanganan Narapidana instrument penilaian
Resiko Tinggi kepribadian
?. Persentase Narapidana yang 0
mendapatkan Hak Remisi 99%
3. Persentase Narapidana yang
mendapatkan Hak Integritas 85%
4. Persentase Narapidana yang
mendapatkan Hak Pendidikan 85%
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5. Persentase Narapidana Resiko
Tinggi yang berubah
perilakunya menjadi sadar,
patuh dan disiplin

6. Persentase Narapidana yang
memperoleh Pendidikan dan 31%
pelatihan vokasi bersertifikasi

7. Persentase Narapidana yang

17%

bekerja produktif 2%
4. | Meningkatkan Pengelolaan 1. Persentase benda sitaan dan
Basan Baran di Wilayah barang rampasan yang terjaga 80%
sesuai Standar kualitas dan kuantitasnya
2. Persentase benda sitaan dan
barang rampasan yang
dikeluarkan berdasarkan 80%
putusan yang berkekuatan
hukum tetap
5. | Meningkatkan Pelayanan 1. Persentase Klien usia produkti
Pembimbingan Klien yang memperoleh atau 60%
. . . 0
Pemasyarakatan dan melanjutkan pekerjaan di luar
Pemenuhan Hak Pendidikan lembaga
Klien Anak pada Luar 2. Persentase menurunya Anak
Lembaga di Wilayah sesuai yang mendapatkan putusan 55%
standar Pidana Penjara
3. Persentase Klien Anak yang
terpenuhi hak pendidikannya 35%
6. | Meningkatnya Pemenuhan 1. Persentase Anak yang
Hak Pendidikan anak di LPKA mengikuti kegiatan Pendidikan 80%
dan Pengentasan Anak di keterampilan dan bersertifikat
Wilayah sesuai standar 2. Persentase Anak yang 0
memperoleh hak integritas 100%
3. Persentase Anak yang

memperoleh Hak pengasuhan 90%
sesuai standar

4. Persentase Anak yang
mengikuti Pendidikan formal 90%
dan non formal

7. | Meningkatnya kualitas 1. Persentase pengaduan yang

Penyelenggaraan diselesaikan 85%
Pemasyarakatan di Bidang  p "~ persentase pencegahan

Keamanan dan Ketertiban gangguan kamtib 80%
3. Persentase kepatuhan dan

Disiplin terhadap tata oleh 85%

Tahanan/Narapidana/Anak
pelaku gangguna Kamtib

4. Persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguna 80%
kamtib secara tuntas
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Meningkatnya Pelayanan
Keamanan dan Ketertiban di
wilayah sesuai standar

Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai standar

85%

Persentase gangguan kamtib
yang dapat di cegah

80%

Persentase Kepatuhan dan
Disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak
Pelaku gangguna kamtib

85%

Persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguna
kamtib secara tuntas

80%

Meningkatkan
Perawatan
Narapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan
Kualitas Hidup Narapidana
Peserta Rehabilitasi Narkotika
di Wilayah

Pelayanan

=

Persentase pemenuhan
layanan makanan bagi
Tahanan/Narapidana/Anak
sesuai dengan standar

80%

Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak
mendapatkan layanan
Kesehatan (preventif) secara
berkualitas

94%

Persentase  Tahanan dan
Narapidana perempuan (ibu
hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan
kesehatan

97%

Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak
yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani

80%

Persentase
Tahanan/Narapidana  lansia
yang mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar

85%

Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak
berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang
mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar

85%

Persentase keberhasilan
penanganan penyakit menular
HIV/AIDS (ditekan jumlah
virusnya) dan TB  Positif
(berhasil sembuh)

80%

Persentase perubahan kualitas
hidup
pencadu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika

27%
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Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 601.505.000,-

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wllayah Rp. 601.505.000

Tabel 2.4 : FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA DIVISI KEIMIGRASIAN

Unit Eselon | : Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.1

Unit Eselon Il : Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat

Tahun : 2023

1) 2 ©) 4
1. | Memastikan pelayanan publik di | Indeks Kepuasan Masyarakat
bidang hukum sesuai dengan | terhadap Layanan  Publik
asas penyelenggaraan | Bidang Hukum 3,25
pelayanan publik (Indeks)
2. | lkut berperan dalam | Indeks Pengamanan
menjaga stabilitas keamanan dan | Keimigrasian 3,13
kedaulatan NKRI (Indeks)

1) 2 3 4

1. | Meningkatkan Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat
Masyarakat atas Layanan | terhadap Layanan 3,25
Keimigrasian Keimigrasian (Indeks)

2. | Meningkatnya Stabilitas | Indeks Pengamanan
Keamanan melalui pencegahan, | Keimigrasian 3,13
pengawasan, dan penindakan (Indeks)
keimigrasian

1) 2 ©) 4
1. | Meningkatnya kualitas | 1. Indeks Kepuasan
pelaksanaan tugas dan fungsi Masyarakat terhadap 3,25
keimigrasian di Wilayah Layanan Keimigrasian di | (Indeks)
Wilayah
2. Indeks Pengamanan 313
Keimigrasian di Wilayah (Inéeks)
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Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 1.055.177.000,-

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di | Rp. 1.055.177.000,-
Wilayah

Tabel 2.5: FORMULIR PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN
HUKUM DAN HAM

Unit Eselon | : 1. Ditien Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I
2. Ditjlen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I

3. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan
HAM R.I

4. Ditjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I

5. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
R.I

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan
HAM R.I

Unit Eselon Il : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Tahun 12023

@ @ ®3) 4
1. | Memastikan Pelayanan Hukum di | Indeks Kepuasan Masyarakat
bidang hukum sesuai dengan asas | terhadap  Layanan  Publik

penyelenggaraan pelayanan | Bidang Hukum 3,25
publik

2 | Membangun budaya kerja yang | Persentase KTI yang disitasi
berorientasi  kinerja organisasi
yang berintegritas, efektif dan 20%
efisien
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Terpenuhinya peraturan
perundang-undangan yang sesuai
dengan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan

Indeks Kualitas Perundang-
Undangan

3,2
(indeks)

Meningkatkan Kesadaran Hukum
Masyarakat

. Indeks Kepuasan Masyarakat

atas Pelayanan Dokumentasi
Hukum

77
(Indeks)

. Persentase Desa/Kelurahan

Sadar Hukum yang terbentuk
di masing-masing wilayah

70%

. Persentase

Permohonan
Litigasi yang
sesuai  dengan
Perundang-

Bantuan
dilayani
Peraturan
Undangan

82%

. Persentase

Permohonnan
Bantuan Hukum Non Litigasi
yang dilayani sesuai dengan
Peraturan Perundang-
Undangan

80%

. Indeks Kepuasan Layanan

Bantuan Hukum

76,75
(Indeks)

Mengoptimalkan peran dalam
Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan HAM

1.

Aksi
Pusat

Persentase capaian
HAM  Pemerintah
memenuhi target

70,0%

. Persentase

capaian Aksi
HAM Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
memenuhi HAM

45,0%

) 2 ®3) (4
1. | Terwujudnya Pelayanan Publik di | Persentase penyelesaian
Bidang Administrasi Hukum Umum | permohonnan Layanan
yang Berkepastian Hukum Administrasi Hukum Umum 88%
yang tepat waktu dan
berkepastian hukum
2 | Terwujudnya Otoritas Pusat yang | Persentase permintaan
Efektif dan Tepat Sasaran bantuan timbal balik dalam
masalah pidana dan 88%
ekstradisi yang
ditindaklanjuti
3. | Terlindunginya Kekayaan | Indeks Kepuasan 3.34
Intelektual di seluruh Indonesia Masyarakat terhadap | (Indeks)
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Layanan
Intelektual

Kekayaan

Mewujudkan
rekomendasi

pemanfaatan
hasil analisis
kebijakan sebagai bahan
pembangunan hukum nasional
dan perumusan kebijakan hukum
dan hak asasi manusia

Persentase = pemanfaatan
rekomendasi kebijakan hasil
analisis strategi kebijakan
sebagai bahan
pembangunan hukum
nasional dan perumusan
kebijakan hukum dan hak
asasi manusia

80%

Indeks Kualitas Kebijakan
Kementerian Hukum dan
Hak Asas Manusia

20%

Peraturan
yang

Terbentuknya
Perundang-Undangan
berkualitas

1. Persentase (%)
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
yang diselesaikan
sesuai dengan
perencanaan

80%

2. Jumlah peningkatan
kapasitas dan
pembinaan tenaga
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan

200 Orang

3. Persentase (%)
Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan
yang diselesaikan
sesuai dengan
permohonan

80%

Terselenggaranya perencanaan
hukum, pemantauan dan
peninjauan/analisis dan evaluasi
hukum

1. Persentase hasil
Pemantauan dan
Peninjauan/analisis dan
evaluasi Peraturan
Perundang-Undangan
yang dimanfaatkan oleh
Pembuat Kebijakan

21%

2. Persentase jumlah RUU
Prakarsa Pemerintah
dalam Prolegnas Jangka
Menengah 2020-2024
yang masuk ke dalam
Prolegnas Prioritas
Tahunan

15%

Terwujudnya Kesadaran dan

Pemahaman Hukum

1. Indeks

Kepuasan
Masyrakata atas
Pelayanan Dokumentasi
Hukum

77
(Indeks)

2. Persentase Permohonan

Bantuan Hukum Litigasi

82%
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yang sesuai
dengan Peraturan
Perundang-Undangan

3. Persentase Permohonnan
Bantuan Hukum  Non
Litigasi yang dilayani
sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan

4. Indeks Kepuasan
Layanan Bantuan Hukum

Persentase Kab/Kota
Peduli HAM

dilayani

80%

76,75%

8. | Meningkatnya
Pembangunan
HAM

Kebijakan | 1.

yang berspektif 20%

2. Persentase penanganan
dugaan pelanggaran
HAM yang ditindaklanjuti
oleh Pemangku
Kepentingan

3. Persentase
Pemerintah
menindaklanjuti hasil
Diseminasi dan
Penguatan HAM dalam
bentuk pelayanan Publik
berbasis HAM

50%

Instansi
yang

75%

(€] 2 3) 4)
1. | Terwujudnya Layanan |1. Persentase peningkatan
Administrasi Hukum Umum di PNBP Administrasi
Wilayah yang berkepastian Hukum Umum di Wilayah 5%
Hukum
2. | Meningkatkan efektivitas |1. Persentase penyelesaian
pelaksanaan tugas MKNW, laporan pengaduan
MPW dan MPD masyarakat terkait 86%
dugaan pelanggaran
prilaku dan pelaksanaan
jabatan Notaris di Wilayah
3. | Terselenggaranya pelayanan |1. Jumlah permohonanan Kl
Kekayaan Intelektual yang | yang difasilitasi Kantor | 12 Layanan
berkualitas di Kantor Wilayah | wilayah
Kementerian Hukum dan HAM |2, Jumlah pelaksanaan
Diseminasi dan Promosi 1 Lokus
Kekayaan Intelektual oleh
Kantor Wilayah
4. | Terselenggaranya Penegakan |1. Persentase Penanganan
Hukum di Bidang Kekayaan | Aduan Pelanggaran 100%
Intelektual oleh Kantor Wilayah Kekayaan Intelektual
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Kementerian Hukum dan HAM |2. Jumlah Pelaksanaan
yang Handal Kegiatan Pencegahan
Pelanggaran Kekayaan_ 2 Lokus
Intelektual yang di
lakukan  oleh  Kantor
Wilayah
3. Kegiatan Pemantauan
Produk Kekayaan | 5 Laporan
Intelektual di Wilayah
5. | Terfasilitasinya Rancangan | Persentase Rancanan
Produk Hukum di Daerah Perda yang difasilitasi oleh
. 80%
Kantor Wilayah
Kemenkumham
6. | Terselenggaranya Pembinaan | Jumlah peningkatan
Perancang Peraturan | kapasitas pembinaan
Perundang-Undangan tenaga Perancang 13 Orang
Peraturan Perundang-
Undangan
7. | Terselenggaranya Fasilitas | Jumlah kegiatan

perencanaan serta pemantauan | perencanaan Pembentukan
dan peninjauan/analisis dan | dan Pemantauan Produk | 2 Kegiatan
evaluasi produk hukum di | Hukum Daerah

Wilayah
8. | Meningkatkan kesadaran | 1. Persentase
Hukum serta terpenuhinya Permohonan Bantuan
Akses Keadilan dan Informasi Hukum Litigasi yang 82%
Hukum Masyarakat di Wilayah dilayani sesuai dengan
Peraturan Perundang-
Undangan
2. Persentase
Permohonan Bantuan
Hukum _Non_ thlgas! 80%
yang dilayani sesuai
dengan Peraturan
Perundang-Undangan
3. Indeks Kepuasan 76.75
Layanan Bantuan (Indeks)
Hukum
4. Persentase
Desa/Kelurahan Sadar
Hukum yang terbentuk 70%
di masing-masing
Wilayah
5. Persentase anggota
JDIHN yang 20%
berpartisipasi aktif.
9. | Meningkatnya Pemerintah | 1. Jumlah Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Daerah yang 2 Instansi
Program Aksi HAM melaksanakan Program | Pemerintah
Aksi HAM
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2. Jumlah Kab/Kota Peduli 1 Instansi

HAM Pemerintah
3. Jumlah Instansi

Pemerintah yang

m_enln(_jaklz_alnjutl Hasil 1 Instansi

Diseminasi dan Pemerintah

Penguatan HAM melalui

Pelayanan Publik

Berbasis HAM

10. | Meningkatnya Rekomendasi | Tersedianya rekomendasi
Perlindungan dan Pemenuhan | Perlindungan dan 3

Hak Asasi Manusia di Wilayah | Pemenuhan Hak Asasi | rekomendasi
Manusia di Wilayah

11 | Rekomendasi Hasil Kajian di | Persentase Rekomendasi
Wilayah sebagai bahan | hasil kajian di Wilayah
Penelitian dan Pengembangan | sebagai bahan penelitian 80%
Hukum dan Hak Asasi Manusia | dan pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Hasil Penelitian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang
disosialisasikan di wilayah 1 Buku

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 4.443.037.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di

Wilayah Rp. 2.190.060.000,-
Pe_nyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Rp. 1.230.802.000 -
Wilayah

Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum

di Wilayah Rp. 1.022.175.000,-
Program Pembentukan Regulasi Rp. 521.427.000,-
Pe_nyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Rp. 372.000.000.-
Wilayah

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Rp. 149.427.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 231.290.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Rp. 231.290.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp. 275.797.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan i
Hukum dan HAM di Wilayah Rp. 275.797.000,

C. PROGRAM DAN ANGGARAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi

Barat memiliki 4 (empat) Program yang terdiri dari 9 (sembilan) Daftar Isian
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Penggunaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Wilayah dan 11 (sebelas) DIPA
pada Unit Pelaksana Teknis yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian
tujuan sasaran kegiatan. Keselurhan total Pagu Anggaran pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tahun 2023 adalah
sebesar Rp 95.294.066.000,- dan untuk Kantor Wilayah sebesar Rp
25.621.633.000 dimana pagu awal seharusnya sebesar Rp 21.417.214.000,-dan
mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 4.204.419.000,-

antara lain :

e Pemeilharaan Rumah Dinas sebesar Rp 3.217.286.000,-;

e Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 594.243.000,-;

e Pengadaan CPNS sebesar Rp 259.950.000,-;

o Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi sebesar Rp 112.000.000,-;

o Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar Rp 20.940.000,-.

Anggaran tersebut terbagi pada 4 (empat) Program 4 (empat) Divisi Kantor Wilayah

yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Kanwil T.A. 2023

No. SKa(:Ic(jgr Satker Pagu (Rp)
1. | 667790 Setjen 18.493.400.000
2. | 667793 Ditjen AHU 2.190.060.000
3. | 667794 Ditjen Pemasyarakatan 601.505.000
4. | 667795 Ditjen Imigrasi 1.055.177.000
5. | 667796 Ditjen KI 1.230.802.000
6. | 667797 Ditjen PP 372.000.000
7. | 667798 Ditien HAM 231.290.000
8. | 667799 BPHN 1.171.602.000
9 | 667800 BSK 275.797.000
TOTAL 25.621.633.000

Sedangkan Pagu Anggaran untuk 11 (sebelas) Satuan Kerja yang ada di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pagu
anggaran sebesar Rp 69.672.433.000,- dimana rincian dari pagu anggaran Satuan

Kerja dapat di lihat pada tabel di bawabh ini:
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Tabel 2.7 Pagu Alokasi Unit Pelaksana Teknis

No. | Kode Satker Satuan Kerja Jumlah Anggaran (Rp)
1 498402 Kanim Kelas Il Non TPI Polman 8,385,732,000
2 498418 Kanim Kelas Il Non TPI Mamuju 7,990,254,000
3 407273 Lapas Kelas IIB Polewali 10,795,842,000
4 352617 LPKA Kelas Il Mamuju 3,852,176,000
5 407298 Rutan Kelas 1IB Mamuju 6,970,490,000
6 407267 Rutan Kelas 11B Majene 5,352,060,000
7 683423 Rutan Kelas 1B Pasangkayu 5,971,455,000
8 407282 Lapas Kelas Ill Mamasa 10,800,840,000
9 418362 LPP Kelas Il Mamuju 4,380,931,000
10 497883 Bapas Kelas Il Polewali 3,638,803,000
11 417949 Rupbasan Kelas | Mamuju 1,533,850,000

TOTAL 69.672.433.000
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Tabel 2.8 Pagu Anggaran per Jenis Belanja

1 | SETJEN Rp7,602,928,000 | Rp4,378,791,000 Rp2,685,025,000 Rp3,826,656,000 | Rp18,493,400,000
2 | DITJEN PAS Rp601,505,000 Rp601,505,000
3 | DITJEN IMI Rp1,055,177,000 Rp1,055,177,000
4 | DITIJEN AHU Rp2,190,060,000 Rp2,190,060,000
5 | DITJEN KI Rp1,230,802,000 Rp1,230,802,000
6 | DITJEN PP Rp372,000,000 Rp372,000,000
7 | DITJEN HAM Rp231,290,000 Rp231,290,000
8 | BPHN Rp1,169,602,000 Rp2,000,000 Rp1,171,602,000
9 | BSK Rp275,797,000 Rp275,797,000
TOTAL KANWIL Rp7,602,928,000 | Rp4,378,791,000 Rp9,811,258,000 Rp3,828,656,000 | Rp25,621,633,000

1 | KANIM POLMAN Rp2,059,924,000 Rp1,372,440,000 Rp2,135,535,000 Rp2,817,833,000 Rp8,385,732,000
2 | KANIM MAMUJU Rp1,485,037,000 Rp1,277,749,000 Rp2,777,211,000 Rp2,450,257,000 Rp7,990,254,000
3 | LPKA MAMUJU Rp2,312,800,000 Rp721,473,000 Rp817,903,000 Rp3,852,176,000
4 | LP POLEWALI Rp5,242,291,000 Rp4,441,657,000 Rp1,057,741,000 Rp54,153,000 Rp10,795,842,000
5 | RUTAN MAMUJU Rp3,383,833,000 Rp645,395,000 Rp2,941,262,000 Rp6,970,490,000
6 | RUTAN MAJENE Rp3,676,862,000 Rp598,808,000 Rp1,076,390,000 RpO Rp5,352,060,000
7 | RUTAN PASANGKAYU Rp2,955,290,000 Rp626,298,000 Rp2,309,780,000 Rp80,087,000 Rp5,971,455,000
8 | LP MAMASA Rp2,461,016,000 Rp560,082,000 Rp908,358,000 Rp6,871,384,000 Rp10,800,840,000
9 | LPP MAMUJU Rp2,815,479,000 Rp710,586,000 Rp817,366,000 Rp37,500,000 Rp4,380,931,000
10 | BAPAS POLEWALI Rp2,330,260,000 Rp513,972,000 Rp794,571,000 Rp3,638,803,000
11 | RUPBASAN MAMUJU Rp762,265,000 Rp476,865,000 Rp285,720,000 Rp9,000,000 Rp1,533,850,000
TOTAL UTP Rp29,485,057,000 | Rp11,945,325,000 Rp15,921,837,000 Rp12,320,214,000 Rp69,672,433,000

TOAL SELURUHNYA

Rp37,087,985,000

Rp16,324,116,000

Rp25,733,095,000

Rp16,148,870,000

Rp95,294,066,000
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BAB 1l AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah di tetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara
ringkas dan lengkap tenntang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu

Instansi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah di tetapkan.

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan / program, / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering
digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok.
Kinerja bisa diketahui hanya jika individua tau kelompok tersebut mempunyai kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan — tujuan atau target
— target yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi

tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (Performance Measurement) adalah suatu metode
atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan
berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator
kinerja yang jelas, dapat di hitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai

tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Barat tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
(rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing — masing sasaran kegiatan dan
penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja

keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang
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terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Perhitungan persentase capaian kinerja

terdapat 2 (dua) rumus yaitu :

+ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik, maka digunakan rumus :

Capaian = Realisasi x 100%

Target

+ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian
kinerja, maka digunakan rumus :

Capaian = Target — (Realisasi — Target) x 100%

Target

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya mengacu kepada kebijakan Pemerintah pusat. Pencapaian sasaran
kinerja sesuai program kerja dilaksanakan atas dasar penyusunan program dan rencana

kinerja yang disusun sebelum pelaksanaan tugas Tahun Anggaran.

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pedoman Restrukturisasi
Program dan kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala
Bappenas dan Menkeu Nomor : 0142/M.PPN/06/2009, dan SE.184/MK/2009 tangggal 19 Juni
2009, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyesuaian atas struktur anggaran
yang telah ada. Program-program yang selama kurun waktu sampai dengan 2009 digunakan
oleh beberapa Unit Eselon | telah dilakukan penyempurnaan, sehingga dengan adanya
restrukturisasi program dan kegiatan tersebut satu unit eselon | hanya bertanggung jawab atas

satu program saja.
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah melakukan
pengukuran kinerja pada Perjanjian Kinerja pada seluruh Divisi dan di dapati hasil sebagai
berikut:

1. Program Dukungan Manajemen pada Divisi Administrasi

Sasaran

) Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif
Kegiatan

Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Indikator
Kinerja Kegiatan

Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan
Kementerian dan Hukum dan HAM RI

Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap pencapaian kinerja Teknis
Fasilitatif pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang dalam
hal ini dilaksanakan oleh Divisi Administrasi. Terdapat beberapa Indikator pengukur dalam
penilaian kepuasan layanan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sulawesi Barat, anatara lain sebagai berikut :
e Layanan Keprotokoleran
e Publikasi/Pemberitaan melalui Media Cetak, Website dan Media Sosial

e Pembinaan Reformasi Birokrasi dalam membangun Zona Integritas menuju
WBK/WBBM

e Pelayanan administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
o Pelayanan Uang Persediaan (UP)

e Pengelolaan BMN

e Pelayanan Kepegawaian

e Layanan Rumah Tangga
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Layanan Tata Usaha

e Transparansi Layanan

o Kompetensi Petugas dalam memberikan Layanan
¢ Integritas Petugas dalam memberikan Layanan

e Layanan Pengaduan

e Sarana dan Prasaran

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Divisi Administrasi

Indiaktor Target Target Realisasi Persentase
Perkin Renstra
Indeks Kepuasan Layanan Internal 3.1 1 3.71 119,68%
di Lingkungan Kementerian dan
Hukum dan HAM RI

Berdasarkan survey yang dilaksanakan selama periode bulan Juni 2023 hasil skor
yang diperoleh dari 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) responden tersebut adalah
92,75. Responden pemberi nilai ini adalah berdasarkan responden penerima layanan

yang diberikan oleh Divisi Administrasi.

Penilaian Capaian :

Realisasi
- 0,
Target X 100%
g'% X 100% =119.68%

Berdasarkan pelaksanaan survey yang dilaksanakan selama November 2023,
sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Barat Nomor : W.33-PR.01.04-1693 Tanggal 14 November 2023 hal
pelaksanaan survey layanan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat, di peroleh jumlah responden sebanyak 411 (empat ratus sebelas) orang
responden yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang responden dari Kantor Wilayah dan

339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang responden dari Unit Pelaksana Teknis yang
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merupakan pegawai/pejabat yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung
dengan layanan internal Kantor Wilayah.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan survey adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan layanan internal Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah 3.71 Indeks atau dengan skor 111.4 dan nilai
92.88. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian indeks layanan internal Divisi
Administrasi Kantor Wilayah Sulawesi Barat telah melebihi target yang telah ditetapkan
pada Perjanjian Kinerja

2. Nilai tertinggi Indeks kepuasan layanan internal Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah 4.0 indeks atau dengan skor 120
dan nilai 100

3. Nilai terendah Indeks kepuasan layanan internal Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah 3 indeks atau dengan skor 66
dan nilai 55.

4. Kualitas mutu layanan internal Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sulawesi Barat berdasarkan hasil survey.adalah grade A dengan indeks
3.71 dan nilai 92.88.

Tabel 3.2 Perbandingan capaian Indeks Kepuasan layanan Tahun 2023 dan 2022

Target Relisasi Capaian
Indikator Kinerja Kegiatan

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Indeks  Kepuasan Layanan | 3.1 3.1 3.67 3.71 | 118,39 | 119.68

Internal di Lingkungan
Kementerian dan Hukum dan
HAM RI

Penyebab Keberhasilan:

Dari skor survey yang diperoleh pada tahun 2023, terdapat kenaikan yang cukup
signifikan terhadap kepuasan dari pemberian layanan internal yang dilaksanakan Divisi
Administrasi, terdapat peningkatan sebesar 1.47%. Hal ini merupakan keberhasilan selain

melebihi target perjanjian kinerja juga melampaui capaian pada tahun 2022.
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Peningkatan indeks kepuasan layanan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dikarenakan adanya komitmen dari seluruh
jajaran pemberian layanan, dalam hal ini Divisi Administrasi, baik unsur pimpinan sampai
dengan pelaksana. Dalam melaksakan Layanan, pemberi layanan berkomitmen dalam
memberikan Layanan Prima, selain itu pemberi layanan mempercepat proses layanan
dengan melakukan sosialisasi kepada penerima layanan, dalam Hal ini kepada Divisi
Teknis dan para Pegawai.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Divisi Pemasyarakatan

a. Sasaran Kegiatan :
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di
wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan :
Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

¢ Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Kegiatan ini bertujuan sebagai alat ukur terhadap pencapaian kinefja
di bidang Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM  Sulawesi Barat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi
Pemasyarakatan. Indikator pengukur dalam penilaian kepuasan layanan
Pemasyaraktan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat, adalah tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan Pemasyarakatan

pada Wilayah Sulawesi Barat.

Metode yang digunakan pada survey ini adalah metode Snowball.
Survey ini dibagikan pada penerima layanan Pemasyarakatan pada lingkup
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Waktu

pelaksanaandilaksanakan selama periode tahun 2023.
Analisis :

Indeks penyelenggaran Pemasyarakatan di Wilayah merupakan Indikator
Kinerja yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Perhitungan realisasi
Indikator ini merupakan nilai rata-rata dari indeks kepuasan layanan
pemasyarakatan (survey IPK/IKM)(a), indeks Parameter Derajat kesehatan
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Narapidana/tahanan/anak(b), indeks keamanan UPT(c), indeks pelayanan
tahanan(d), indek pengelolaan basan baran(e), indeks keberhasilan pembinaan(f),
indeks pemenuhan hak narapidana(g), indeks pembinaan anak(h), dan indeks

keberhasilan program bimbingan klien pemasyarakatan(i).

Pada indikator ini didapatkan hasil sebesar 91,69 indeks dan telah melampaui

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 82 indek.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah
tahun 2023 khususnya pada indikator IPK/IKM pada seluruh Unit Pelaksana Teknis

Pemasyarakatan di Sulawesi Barat dengan data dapat ditunjukkan dalam tabel

berikut:
Tabel 3.3 Nilai IPK-iKM pada Satuan Kerja
No Satuan Kerja Nilai Indeks IPK Nilai Indeks IKM
1 Lapas Kelas 11B Polewali 99.94 100
2 Lapas Kelas Il Mamasa 97.94 98.20
3 Lapas Perempuan Kelas Il Mamuju 95.94 94.87
4 LPKA Kelas Il Mamuju 100 100
5 Rutan Kelas 11B Majene 97.63 98.20
6 Rutan Kelas [IB Mamuju 96.08 96.39
7 Rutan Kelas 1B Pasangkayu 99 99.50
8 Bapas Kelas Il Polewali 95.56 95.60
9 Rupbasan Kelas Il Mamuju 98 100
Rata-Rata 97.78 98.08
at+b+c+d+e+f+g+h+i
IPPW = ) x 100
94.62 +94.41 +96.254+99 + 100 + 76 + 92.25 + 91.75 + 84
IPPW = 9 X 100
825.28
= x 100
=91.69%
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Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di

Wilayah
. Target Target . .
Indiaktor Perkin Renstra Realisasi Persentase
Indeks  Penyelenggaraan 82 85% 91.69% 111.81%

Pemasyarakatan di Wilayah | (Indeks)

Berdasarkan survey yang dilaksanakan diperoleh skor 91,69 terhadap
kepuasan masyarakat penerima layanan Pemasyarakatan lingkup Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Penilaian Capaian :

Realisasi
— X 100%
Target 00%
91.69
X 100% =111.81%
82

Tabel 3.5 Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Pemasyarakatan Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Target Relisasi Capaian
Kegiatan
2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023
Indeks 81% | 82% | 83% | 91.69% 102,47% 111.81%

Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah

Penyebab Keberhasilan:

Tercapainya nilai IKM tersebut dipengaruhi oleh komitmen Jajaran Kantor
Wilayah Sulawesi Barat untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Sebagai upaya mewujudkan satuan kerja berpredikat
WBK/WBBM, dan secara umum Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terus berupaya untuk

meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pelayanan kepada publik agar
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masyarakat khususnya wilayah Sulawesi Barat merasa sangat puas dengan

pelayanan yang diberikan.

b. Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
Indikator Kinerja Kegiatan :
1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying;
2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum;

3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya overstaying tahanan di lapas/rutan.
Masalah overstaying adalah masalah pelik yang di hadapi oleh Divisi
Pemasyarakatan dengan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, khususnya Rumah
Tahanan Negara. Overstaying malah dipandang sebagai salah satu penyebab
jumlah penghuni penjara melebihi kapasitas. Overstaying terjadi jika tahanan
masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan,
dimana semakin kecil jumlah overstaying maka semakin baik kinerja jajaran

pemasyarakatan.
Analisis:

Untuk mengetahui persentase yang dicapai dalam penurunan tahanan yang
overstaying sehingga realisasi adalah sebesar 96,41%, dengan demikian hal ini
memenuhi target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah
90%.

o _ Jumlah tahanan yang overstaying

= 1009
0 Jumlah Tahanan x %

% = 14 100%
0—418)6 0

= 3,59% dilakukan penyetaraan positif menjadi 96,41
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Indikator pengukur keberhasilan Sasaran Program ini adalah Persentase

berkurangnya tahanan yang overstay dibandingkan dengan tahun lalu.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Persentase Menurunnya tahanan yang Overstaying

Indiaktor Target | Target | Realisasi Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Menurunnya tahanan 90% 90% 96,41% 107,12%
yang Overstaying

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dari hasil laporan Unit
Pelaksana Teknis berdasarkan pengawasan dan pembinaan Narapidana/Anak
dan Klien Pemasyarakatan yang telah bebas, hasil persentase yang diperoleh
adalah 107,12%. Hal ini merupakan hasil dari pencapaian program kinefja utama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat vyaitu
pelaksanaan  pembinaan kemandirian  yang dilaksanakan pada setiap

Lapas/Rutan.

Penilaian Capaian :

Realisasi
X 100%
Target
96,41
—— X 100% =107.12%
90

Tabel 3.7 Perbandingan Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying Tahun
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Target Relisasi Capaian

Kegiatan
2022 2023 2022 2023 2022 2023

Persentase menurunya | 80% 90% 99% 96.41% | 123,75% | 107,12%
tahanan yang
overstaying

Penyebab Keberhasilan:

Untuk overstaying sudah sangat menurun secara umum Kkarena telah
dilakukannya koordinasi yang baik dengan pihak penahan. Ditahun ini Divisi

Pemasyarakatan juga telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum
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DILKUMJAKPOL, yang mana dalam pertemuan ini pembahasan utamanya adalah

bagaimana menyelesaikan overstaying tahanan di Lapas/Rutan.

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Indikator pengukur sasaran Program ini adalah persentase jumlah tahanan
pada Lapas dan Rutan Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat yang memperoleh penyuluhan hukum. Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk
memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, Sistem pemasyarakatan yang berfungsi
untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,
hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP.
Analisis:

Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan
memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP
menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak
kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasyarakatan
menetapkan “Layanan penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam
upaya peningkatan layanan tahanan. Capaian Kinerja Persentase tahanan yang
memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Semester Il tahun 2023 berjumlah
1.240 orang tahanan dari total seluruh tahanan sebanyak 1.240, sehingga sampai
dengan Semester Il ini realisasi yang di dapat adalah 100% dan telah mencapai

target yang telah ditetapkan yaitu 90%.

o _ Jumlah yang memperoleh penyuluhan hukum

1009
0 Jumlah Tahanan x %

1240
— 0
=m0 X 100%

=100%
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Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tahanan yang
Memperoleh Layanan Penyuluh Hukum

Indiaktor Target | Target Realisasi Persentase
Perkin | Renstra
Persentase Tahanan yang 90% 90% 100% 111.11%
Memperoleh Layanan Penyuluh
Hukum

Penilaian Capaian :

Realisasi
W X 100%
100
X 100% =111.11%
90

Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Menurunnya Tahanan yang memperoleh
Layanan Penyuluh Hukum

Indikator Kinerja Target Relisasi Capaian
Kegiatan
2022 | 2023 2022 2023 2022 2022
Persentase Tahanan | 80% | 90% | 92.60% | 100% | 115,75% |111.11%
yang Memperoleh
Layanan Penyuluh
Hukum

Penyebab Keberhasilan:

Tercapainya target Indikator Kinerja Persentase tahanan yang memperoleh
layanan penyuluhan hukum disebabkan karena intensnya program penyuluhan
hukum dari organisasi penyuluh hukum maupun Lembaga bantuan hukum serta
tenaga JFT Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah.

Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan juga mengamanatkan jajarannya untuk memberikan fasilitasi
bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang

kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus
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sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta
menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to

justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Analisis:

Di Semester Il tahun 2023, jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan
hukum adalah sebanyak 568 orang dari 568 orang tahanan yang diajukan untuk
memperoleh bantuan hukum, sehingga realisasi untuk Persentase tahanan yang
memperoleh fasilitasi bantuan hukum adalah sebesar 100%, dan sudah mencapai

target yang telah ditetapkan di tahun 2023, yaitu 90%.

o _ Jumlah yang memperoleh bantuan hukum

1000
’ Jumlah Tahanan x 100%
568
=— 0
568 x 100 /0
=100%

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tahanan yang
Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Indiaktor Target Target Realisasi Persentase
Perkin | Renstra
Persentase Tahanan yang 90% 90% 100% 111,11%
Memperoleh Fasilitas Bantuan
Hukum

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Tahanan Yang
Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum, hasil persentase yang diperoleh adalah
111,11%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_— 0,
Target X 100%
100
X100% =111.11%
90
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Tabel 3.11 Perbandingan Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan
Hukum Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Tahanan yang | 80% | 90% |50,51% | 100% | 63.13% 111,11%
Memperoleh Fasilitas
Bantuan Hukum

Penyebab Keberhasilan:

Tercapainya target Indikator Kinerja Persentase tahanan yang memperoleh
bantuan hukum disebabkan karena adanya dukungan dari Divisi Pelayanan
Hukum serta Oraganisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Wilayah Sulawesi

Barat.

c. Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan da
Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan :
1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat
memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;
Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi
Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integritas

Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan

o~ D

Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar,
Patuh dan Disiplin

6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi
bersertifikasi

Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif

Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi
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Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat

memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni melaksanakan pembinaan kepribadian bagi narapidana di Lapas/Rutan.
Analisis:

Pada Semester Il tahun 2023 telah dilakukan penilaian kepribadian untuk
narapidana dengan jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan
predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah 1.102 orang
narapidana dari total 1.016 orang narapidana yang telah dilakukan/diberikan
instrument penilaian kepribadian, sehingga realisasi yang diperoleh adalah

sebesar 92,20% dan sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 70%.

_Jumlah napi yang memperoleh nilai baik pada SPPN

0% =

x 100%

Jumlah napi yang dinilai dengan instrumen SPPN

1016

0,
1102 x 100%

0

% = 92,20%

Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Narapidana yang
memperoleh nilai baik

Indiaktor Target Target Realisasi Persentase
Perkin Renstra

Persentase Narapidana yang 70% 70% 92,20% 131,71%
memperoleh nilai baik dengan
predikat memuaskan pada
instrument penilaian
kepribadian

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Narapidana Yang
Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian
Kepribadian, hasil persentase yang diperoleh adalah 132,86%.

Penilaian Capaian :
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Realisasi

W X 100%
92,20

70

Tabel 3.13 Perbandingan Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baikTahun
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Target Relisasi Capaian

Kegiatan
2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Narapidana | 65% | 70% |93,23% |92,20% | 143,43% | 131,71%
yang memperoleh nilai baik

dengan predikat
memuaskan pada
instrument penilaian
kepribadian

Penyebab Keberhasilan:

Berhasilnya pembinaan kepribadian narapidana di Lapas/Rutan, tidak luput
dari peran wali pemasyarakatan yang telah melaksanakan penilaian pembinaan
narapidana dengan menggunakan instrumen SPPN. Hal ini mejadi salah satu

syarat bagi narapidana agar dapat diusulkan integrasi dan remisi.

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni menjamin pemberian hak remisi bagi harapidana di Lapas/Rutan.

Analisis:

Jumlah narapidana yang memperoleh hak remisi pada Lapas, Rutan, dan
LPKA Se- Sulawesi Barat di Semester Il tahun 2023 sebanyak 749 orang
narapidana dari 749 narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan
substantif untuk diusulkan memperoleh hak remisi, sehingga Semester Il tahun

2023 adalah 100% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 99%.
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Capaian kinerja untuk jumlah narapidana yang memperoleh hak remisi tahun 2023
adalah 101%.

Jumlah napi yang mendapatkan hak remisi
% = . - — x 100%
Jumlah napi yang memenuhi syarat untuk mendapat remisi

% = 749 100%
0—749x 0

% = 100%

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Narapidana yang
mendapatkan Hak Remisi

Indiaktor Target Target Realisasi Persentase
Perkin Renstra

Persentase Narapidana yang 99% 99% 100% 101%
mendapatkan Hak Remisi

Berdasarkan Indikator pengukuran persentase narapidana yang mendapatkan
hak remisi, hasil persentase yang diperoleh adalah 101%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

W X 100%

100 X 100% =101%
99

Tabel 3.15 Perbandingan Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Narapidana | 98% | 99% [99,33% | 100% |101,36% 101%
yang mendapatkan Hak
Remisi
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Penyebab Keberhasilan:

Tercapainya target pemberian remisi, berkat dorongan dan arahan dari Kepala
Divisi Pemasyarakatan yang tak bosan-bosannya mengingatkan UPT untuk
senantiasa memperhatikan hak-hak warga binaan, termasuk hak Remisi. Jumlah
narapidana yang memperoleh hak remisi pada Lapas dan Rutan SeSulawesi Barat
tahun 2023 sebanyak 749 orang dari 749 orang yang memenuhi syarat, dengan

jenis Remisi Umum, Remisi Khusus Idul fitri, Natal, dan Nyepi.

Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni menjamin pemberian hak integrasi bagi narapidana di Lapas/Rutan.
Analisis:

Sepanjang Semester Il tahun 2023 sebanyak 430 orang narapidana telah
mendapatkan hak integrasi dari 497 orang narapidana yang memenuhi
persyaratan administratif dan substantif, sehingga didapat realisasi sebesar
86,51%. Sehingga realisasi yang diperoleh telah melampaui target yang telah
ditetapkan yaitu 85% sehingga capaian kinerja Semester Il tahun 2023 adalah
101,78%.

Jumlah napi yang mendapatkan hak integrasi
% = . - , - x 100%
Jumlah napi yang memenuhi syarat untuk mendapat integrasi

% = 430 100%
0= 497 X 0

% = 86,51%

Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Narapidana yang
mendapatkan Hak Integrasi

Indiaktor Target Target Realisasi Persentase
Perkin Renstra
Persentase Narapidana yang 85% 85% 86,51% 101,78
mendapatkan Hak Integrasi
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Berdasarkan Indikator pengukuran persentase narapidana yang mendapatkan

hak integrasi, hasil persentase yang diperoleh adalah 101,78%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_ 0
Target X 100%
1
86’5— X 100% =101.78%
85

Tabel 3.17 Perbandingan Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Target Relisasi Capaian
Kegiatan

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Narapidana | 80% | 85% |97,38% | 86,51% |121,73% | 101,78%
yang mendapatkan Hak
Integrasi

Penyebab Keberhasilan:

Yang menjadi penyebab keberhasilan tercapainya target persentase
narapidana yang mendapatkan hak integrasi adalah program pembinaan bagi
narapidana di Lapas dan Rutan yang telah berjalan secara optimal, proses
penilaian kepribadian melalui instrumen penilaian kepribadian oleh PK Bapas juga
telah berjalan dengan baik serta telah terintegrasinya SDP pada tingkat UPT
Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
sehingga meminimalisir terlambatnya pemberian hak integrasi bagi narapidana.
Capaian kinerja ini tidak terlepas dari hasil beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan dalam rangka optimalisasi pemberian
hak-hak narapidana di Lapas dan Rutan, antara lain Sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan Kantor Wilayah, Monitoring dan Evaluasi ke UPT
Pemasyarakatan secara berkala dan Percepatan pengusulan pemberian PB, CB,
CMB dan Asimilasi.
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Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni menjamin pemberian hak narapidana mendapatkan pendidikan. Bentuk lain
pembinaan bagi narapidana yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan adalah
pemberian hak mendapatkan pendidikan baik pendidikan formal maupun
pendidikan non formal Pemberian hak Pendidikan bagi narapidana ini merupakan
hasil kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat maupun dengan Lembaga
Swadaya yang bergerak di bidang Pendidikan.

Analisis:

Sepanjang Semester |l tahun 2023 terdapat 115 narapidana di Lapas yang
mengikuti pendidikan formal maupun informal dari total 127 narapidana yang tidak
memilki latar belakang pendidikan, sehingga di Semester Il tahun 2023 ini
mencapai target yang telah ditetapkan dimana target yang ditetapkan sebesar

85% sedangkan yang terealisasi sebesar 90,55%.

_Jumlah napi yang mendapatkan hak pendidikan
~ Jumlah napi yang tidak memiliki latar belakang
pendidikan formal

x 100%

0

%= 22 100%
0= o7 XN

% = 90,55%

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Narapidana yang
mendapatkan Hak Pendidikan

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase  Narapidana  yang 85% 85% 90,55% 106,53%
mendapatkan Hak Pendidikan

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Narapidana Yang

Mendapatkan Hak Pendidikan, hasil persentase yang diperoleh adalah 106,53%.
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Penilaian Capaian :

Realisasi

W X 100%
% X 100% =106.53%
85

Tabel 3.19 Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Target Relisasi Capaian
Kegiatan

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Narapidana | 80% | 85% | 43% | 90,55% | 53,75% 106,53%
yang mendapatkan Hak
Pendidikan

Penyebab Keberhasilan:

Yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Persentase narapidana
yang mendapatkan hak pendidikan dikarenakan adanya kerjasama dengan
pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dengan melaksankan program Paket
A/B/C. Selain program paket A/B/C, petugas Lapas juga melaksanakan program

pengentasan buta aksara secara mandiri.

Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi Sadar,

Patuh dan Disiplin

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi petugas
Pemasyarakatan untuk membina warga binaan menjadi manusia yang lebih baik
dari sebelumnya. Narapidana risiko tinggi adalah narapidana dengan kategori
dapat mengakibatkan dan atau memprovokosi narapidana lainnya sehingga
menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas maupun Rutan. Untuk
menangani narapidana dengan kategori high risk, diberikan pembinaan dengan
metode penelitian kemasyarakatan yaitu pembinaan dengan cara instrumen
screning 4 (empat) dimensi. Hal ini bertujuan agar narapidana menyadari
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulang perbuatan yang melanggar
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hukum serta mampu menjalani hidupnya sebagai warga yang baik dan
bertanggung jawab.
Analisis:

Di Sulawesi Barat tepatnya di lapas Polewali terdapat 5 Narapidana yang
masuk kategori resiko tinggi. Setelah dilakukan pembinaan, ke 5 narapidana ini
telah menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga
realisasi yang dperoleh adalah 100%, sedangkan target tahun 2023 adalah 17%.
Maka capaian kinerja Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah
perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin adalah 588,2%.

o = Jumlah napi yang mendapatkan hak integrasi 100%
0T Jumlah napi yang memenuhi syarat untuk mendapat integrasi X 0

:g x 100%

= 100%

Tabel 3.20 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Narapidana Resiko
Tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Narapidana Resiko 17% 17% 100% 588,24%
Tinggi yang berubah perilakunya
menjadi Sadar, Patuh dan
Disiplin

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Narapidana Resiko Tinggi
Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin, hasil persentase
yang diperoleh adalah 588,24%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

S X 100%

Target

100 X 100% =588.24%
17

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavonan - KANTOR WILAYAH KEVENTER ANHLKLM DAN HAM SULAWES BARAT

Tabel 3.21 Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Disiplin Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 2022 2023

Persentase Narapidana Resiko | 15% | 17% | 30% | 100% | 200% |588,24%
Tinggi yang berubah perilakunya
menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Penyebab Keberhasilan:

Capaian kinerja ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan dari Kepala Divisi
Pemasyarakatan yang tak bosan-bosannya mengingatkan UPT untuk senantiasa
melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, seperti
pembinaan kerohanian, kepribadian, dan kemandirian. Kadivpas juga selalu
mendorong optimalisasi pemberian hak-hak narapidana di Lapas dan Rutan,

antara lain Percepatan pengusulan pemberian PB, CB, CMB dan Asimilasi.

Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi

bersertifikasi

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi program strategis nasional di
Bidang Pemasyarakatan untuk membina warga binaan menjadi manusia yang
lebih baik dengan memberikan pendidikat dan pelatihan yang bersertifikasi.
Analisis:

Pada tahun 2023 pelatihan pendidikan vokasi yang bersertifikat di Lapas se
Sulawesi Barat telah dilaksanakan dengan jumlah narapidana yang mendapat
sertifikat sebanyak 188 orang dari 521 narapidana. Maka realisasinya sebesar
36%.

Jumlah napi yang mendapatkan pelatihan bersertifikat
= x 100%

% Jumlah napi

% = 188 100%
0= 521 X 0
% = 36%
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Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Narapidana yang
memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin Renstra

Persentase Narapidana yang | 31% 31% 36% 116,13%
memperoleh  Pendidikan  dan
pelatihan vokasi bersertifikasi

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Narapidana Yang
Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi, hasil persentase
yang diperoleh adalah 116,13%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
X 100%
Target
30 X 100% =116.13%
31

Tabel 3.23 Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan
vokasi bersertifikasi Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 2022 2023 2022 2023

Persentase Narapidanayang | 28% | 31% | 17,24% | 36% | 60,7% |16,13%
memperoleh Pendidikan dan
pelatihan vokasi bersertifikasi

Penyebab Keberhasilan:
Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini
disebabkan karena adanya dukungan anggaran pelatihan vokasi bersertifikasi di

Lapas. Serta adanya dukungan dari BLK Provinsi Sulawesi Barat.
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Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi petugas
Pemasyarakatan untuk membina warga binaan melalui kegiatan bimbingan kerja
dan produksi.

Analisis:

Untuk jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dari Lapas dan Rutan
se- Sulawesi Barat Semester Il tahun 2023 berjumlah 249 orang dan jika
dibandingkan dengan narapidana yang menjalankan program asimilasi 332 orang
maka realisasinya adalah sebesar 75% sedangkan target sebesar 72%.

Jumlah napi yang bekerja dan produktif

%= Jumlah napi yang menjalankan program asimilasi x 100%
% = & x 100%

332
% = 75%

Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Narapidana yang
bekerja produktif

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Narapidana yang | 72% 72% 75% 104,16%
bekerja produktif

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Narapidana Resiko Tinggi
Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin, hasil persentase
yang diperoleh adalah 122,22%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
X 100%
Target
7
> X 100% =104.16%
72
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Tabel 3.25 Perbandingan Persentase Narapidana yang bekerja produktif
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 2023 2022 | 2023 | 2022 2023

Persentase Narapidana | 67% 72% 144,04% | 75% | 66,73% |104,16%
yang bekerja produktif

Penyebab Keberhasilan:

Capaian kinerja ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan dari Kepala Divisi
Pemasyarakatan yang tak bosan-bosannya mengingatkan UPT untuk senantiasa
melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, seperti
pembinaan kerohanian, kepribadian, dan kemandirian. Seluruh Narapidana yang
menjalankan program asmiliasi di Lapas diwajibkan ikut kegiatan bimbingan kerja
dan produksi sehingga ia memiliki penghasilan di dalam Lapas sehingga tidak

terlalu mengharapkan kiriman dari keluarganya.

Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi

Kegiatan Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi tidak dilaksanakan

pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

d. Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan
kuantitasnya
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan

berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas
dan kuantitasnya

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

yakni menjamin terjaganya kualitas dan kuatitas barang yang dititip di Rupbasan.
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Analisis:

Formulasi perhitingan indikatir kinerja Persentase benda sitaan dan barang
rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya adalah dengan membagi
jumlah rekomendasi lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah penilaian
Deprisiasi Basan x 100 %. Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang
disimpan di Rupbasan Kelas || Mamuju yang telah dilakukan Deprisiasi sebanyak
30, dan dari jumlah tersebut sebanyak 30 yang direkomendasikan untuk dilelang.

Dengan demikian realisasinya adalah sebesar 100%.

Jumlah rekomendasi lelang basan baran
% = — — x 100%
Jumlah penilaian Deprisiasi basan baran

% = 30 100%
0—30x 0

% = 100%

Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase benda sitaan dan
barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

Indiaktor Target Target | Realisa | Persenta
Perkin Renstra Si se
Persentase benda sitaan dan 80% 80% 100% 125%

barang rampasan yang terjaga
kualitas dan kuantitasnya

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Benda Sitaan Dan Barang
Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya, hasil persentase yang
diperoleh adalah 125 %

Penilaian Capaian :

Realisasi .
Target X 100%
;(())0 X100% =125%
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Tabel 3.27 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan
yang terjaga kualitas dan kuantitasnyaTahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 2023 | 2022 | 2023

Persentase benda sitaan dan | 70% | 80% | 52,50%| 100% | 75% | 125%
barang rampasan yang terjaga
kualitas dan kuantitasnya

Penyebab Keberhasilan:

Perawatan dan pemeliharaan menjadi faktor penting dalam menjaga nilai
ekonomis Basan Baran dengan mencetuskan inovasi Sikat Bersih yang
dilaksanakan langsung secara gotong royong oleh seluruh Pegawai Rupbasan

Kelas Il Mamuju.

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni peneglolaan barang yang dititip di Rupbasan.

Analisis:

Pelaksanaan eksekusi hasil putusan hukum tersebut juga menunjukkan
tingkat ketaatan Rupbasan terhadap pelaksanaan hukum/hasil keputusan
pengadilan. Pengukuran kinerja Rupbasan atas Tusi diatas dapat dirumuskan
dengan formulasi : jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi dibagi dengan
jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Pada
Semester Il tahun 2023 sebanyak 20 register barang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, dan telah dikeluarkan dan dilakukan tindakan sebanyak 20 register
barang, sehingga realisasi yang didapat sebesar 100%.

9% = Jumlah basan baran di eksekusi 100%
0T Jumlah basan baran yang telah inkra x ?

% = 20 100%
o—ZOx 0

% = 100%
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Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase benda sitaan dan
barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan
hukum tetap

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra
Persentase benda sitaan dan | 80% 80% 100% 125%
barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang

berkuatan hukum tetap

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Benda Sitaan Dan Barang
Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum
Tetap, hasil persentase yang diperoleh adalah 125%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_— 0
Target X 100%
1

00 X 100% =125%
80

Tabel 3.29 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang
dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase benda sitaan dan | 60% | 80% | 100% | 100% | 166% |125%
barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang
berkuatan hukum tetap

Penyebab Keberhasilan:

Kepala Rupbasan Kelas Il Mamuju berkomitmen bahwa semua baran dan
basan yang ada di Rupbasan jika sudah berkekuatan hukum tetap maka barang

tersebut segera dikeluarkan atau dikembalikan kepada yang berhak.
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e. Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak

pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar Indikator Kinerja

Kegiatan :

1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan
pekerjaan di luar Lembaga;

2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara;

3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya;

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan
pekerjaan di luar Lembaga

Balai Pemasyarakatan yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah
adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU
Nomor 12 Tahun 1995). Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi
Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15 Balai Pemasyarakatan adalah
lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien.
Pembimbingan di sini meliputi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Bimbingan,
Pengawasan dan Pendampingan. Fungsi pembimbingan terhadap klien dilakukan
oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan mengadakan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program Pembimbingan dengan
maksud agar Klien mampu berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Litmas
sebagai produk PK Bapas digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan
hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk
menentukan metode pembinaan yang tepat bagi klienKegiatan ini merupakan
output yang menjadi Tugas dan fungsi petugas Balai Pemasyarakatan untuk
membimbing klien pemasyarakatan sehingga berguna di masyarakat (menjadi
manusia produktif dan melanjutkan pekerjaan di masyarakat).

Analisis:
Jumlah klien usia produktif dari Balai Pemasyarakatan di wilayah Sulawesi

Barat Semester Il tahun 2023 berjumlah 573 orang dan jumlah klien usia produktif
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yang telah memperoleh pekerjaan di luar lembaga sebanyak 399 orang. Dengan
demikian realisasi yang didapat sebesar 69,63%. Dibandingkan dengan target
sebesar 60% maka telah melampaui target dan untuk capaian kinerja yang
diperoleh di Semester Il tahun 2023 adalah 115%.

o = Jumlah klien usia produktif yang bekerja diluar lembaga 100%
0T Jumlah klien usia produktif x 0

% = 399 100%
0= 573 X 0

% = 69,63%

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase klien usia produktif
yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase klien wusia produktif | 60% 60% 69,63% 116,05%

yang memperoleh atau
melanjutkan pekerjaan di luar
lembaga

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Klien Usia Produktif Yang
Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga, hasil persentase
yang diperoleh adalah 116,05%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_— 0
Target X 100%
69,63
——— X 100% =116.05%
60
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Tabel 3.31 Perbandingan Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau
melanjutkan pekerjaan di luar LembagaTahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 2023 | 2022 2023

Persentase klien usia produktif | 50% | 60% |59,96% [69,63%]|113,92%)|116,05%
yang memperoleh atau
melanjutkan pekerjaan di luar
lembaga

Penyebab Keberhasilan:

Narapidana yang sedang menjalani program integrasi baik Pembebasan
Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) pada
Lapas dan Rutan akan beralih menjadi Klien Pemasyarakatan. Di Balai
Pemasyarakatan seluruh Klien Bapas akan mendapatkan bimbingan kepribadian
dan kemandirian sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan kembali saat
kembali ke masyarakat, Bimbingan kepribadian dan kemandirian yang diberikan
berupa:

v/ Penyuluhan Kesehatan;
v/ Penyuluhan Bahaya Narkotika;

v Keterampilan dibidang perikanan, peternakan dan perkebunan

Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana
penjara

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi petugas Balai
Pemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk  melakukan
pendampinga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Analisis:

Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Semester Il tahun
2023 adalah 11 anak dari total 152 anak yang berperkara sehingga realisasi yang
didapat sebesar 7,2%.

Jika dibandingakan dengan target tahun 2023 yang sebesar 55%, maka tingkat
capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 785,71% (Polarisasi : Semakin
rendah semakin baik)
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0 = Jumlah anak yang mendapatkan putusan penjara 100%
0T Jumlah anak berperkara x 0

% = 1 100%
0= 152 X 0

% = 7,2% dan dilakukan penyetaraan positif menjadi 92,8%

Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Menurunnya Anak yang
mendapatkan putusan pidana penjara

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Menurunnya Anak 55% 55% 92,8% 168,7%
yang mendapatkan  putusan
pidana penjara

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Klien Usia Produktif Yang
Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga, hasil persentase
yang diperoleh adalah 168,7%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
— 0
Target X 100%
92,8
: X 100% =168.7%
55

Tabel 3.33 Perbandingan Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan
putusan pidana penjara Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Menurunnya Anak | 60% | 55% | 77% |92,8% | 154% |168,7%
yang mendapatkan putusan pidana
penjara

Penyebab Keberhasilan :

Keterlibatan petugas pemasyarakatan khususnya Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) dalam rangka pengentasan anak dapat terlihat pada proses
pra-adjudikasi dan adjudikasi melalui pendampingan dan pembuatan Penelitian
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Kemasyarakatan (Litmas). Tugas dimaksud sebagaimana tertuang dalam amanat
Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bahwa PK Bapas melaksanakan pendampingan mulai dari proses penyidikan

sampai dengan putusan pengadilan.
Data Diversi dari Bapas Kelas Il Polewali dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Jumlah anak yang Jumlah anak
NO UPT Jumlgn ABH mendapat yang tidak
did);m gin putusan pidana diputus pidana
ping penjara penjara
1 | Bapas Polewali 152 1 141

Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi petugas Balai
Pemasyarakatan dalam membimbing klien anak untuk mendapatkan pendidikan.
Analisis:

Untuk jumlah klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya selama Semester I
tahun 2023 adalah sebanyak 102 anak dari total klien anak 152 orang anak,
sehingga realisasi yang didapat sebesar 67%. Jika dibandingkan dengan target
35% ditahun 2023, maka capaian kinerja untuk indikator klien anak yang

memperoleh hak pendidikan Semester Il tahun 2023 adalah 191,43.

o = Jumlah anak yang mendapatkan putusan penjara 100%
0T Jumlah anak berperkara x 0

% 102 100%
= —=X
°7 152 °
% = 67%
Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase klien Anak yang
terpenuhi hak pendidikannya
Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra
Persentase klien Anak vyang | 35% 35% 67% 191,43%

terpenuhi hak pendidikannya
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi
Hak Pendidikannya, hasil persentase yang diperoleh adalah 191,43%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_ 0

Target X 100%

67 X 100% =191.43%
35

Tabel 3.35 Perbandingan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 2022 2023 | 2022 2023

Persentase Menurunnya | 30% | 35% | 73,08% | 67% |243,60%191,43%
Anak yang mendapatkan
putusan pidana penjara

Penyebab keberhasilan :

Sebagai upaya perlindungan hak anak khususnya hak mendapatkan
pendidikan pada klien anak, PK Bapas selain melakukan pendampingan dan
pengawasan klien anak agar tetap bersekolah, juga melakukan pendekatan ke
pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk menjamin kelanjutan pendidikan klien
anak. Jaminan keberlanjutan dan kemudahan akses pendidikan bagi klien anak
akan sangat berarti bagi masa depan anak. Melalui pendidikan, mereka akan
mampu meningkatan kepercayaan dirinya dan kualitas hidupnya. Karena apapun
status hukum anak, mereka memiliki hak yang sama atas pendidikan dan setiap

anak berhak atas kesempatan kedua.
f. Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di

wilayah sesuai standar
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Indikator Kinerja Kegiatan :

1.

Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan
bersertifikat;

Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi;

Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;

Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan
bersertifikat

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi program strategis nasional di
Bidang Pemasyarakatan untuk membina Anak menjadi manusia yang lebih baik
dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi.

Analisis:

Pada Semester Il tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan
keterampilan dan bersertifikat bagi seluruh Anak Didik Pemasyarakatan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Mamuju. Kegiatan ini diikuti
oleh 39 orang Anak Didik dan yang telah mendapatkan sertifikat seluruhnya,
sehingga realisasi yang didapat sebesar 100%, dengan target 80%, maka realisasi
telah tercapai sesuai terget dan capaian kinerjanya sebesar 125%

Jumlah anak yang terampil

% =
0 Jumlah anak yg mengikuti pendidikan keterampilan

x 100%

(V—39 100%
0—39x 0

% = 100%

Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Anak yang mengikuti
kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin Renstra

Persentase Anak yang mengikuti 80% 80% 100% 125%
kegiatan Pendidikan keterampilan
dan bersertifikat
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Anak Yang Mengikuti
Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat, hasil persentase yang
diperoleh adalah 125 %.

Penilaian Capaian :

Realisasi
e —— 0
Target X 100%
100

X 100% =125%
80

Tabel 3.37 Perbandingan Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan
keterampilan dan bersertifikat Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Anak yang mengikuti | 75% | 80% |100% | 100% |133,33%|125%
kegiatan Pendidikan keterampilan
dan bersertifikat

Penyebab keberhasilan :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA mengamanatkan salah
satu fungsi LPKA adalah melaksanakan pembinaan yang meliputi pendidikan,
pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
Pembinaan Keterampilan ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai
bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya
kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional
yang dapat bermanfaat di dunia kerja. Salah satu pembinaan yang diberikan bagi
Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas Il Mamuju adalah pembinaan
kemandirian berupa pemberian keterampilan. Pembinaan keterampilan yang
diberikan di LPKA Kelas Il Mamuju merupakan hasil kerja sama dengan BLK Prov.

Sulawesi Barat.
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Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni menjamin pemberian hak integrasi bagi Anak di LPKA.

Analisis:

Untuk persentase anak yang memperoleh hak integrasi, di sepanjang
Semester Il tahun 2023 sebanyak 20 anak yang telah memenuhi syarat telah
diusulkan pemberian hak integrasi (PB, CB dan Asimilasi) sesuai ketentuan yang
berlaku melalui Aplikasi SDP dan baru disetujui hak integrasinya sebanyak 20
anak, sehingga realisasi yang di capai adalah 100% dan sudah mencapai dengan
target yang ditetapkan yaitu 100% dan capaian kinerja Semester Il tahun 2023

adalah sebesar 100%.

Jumlah anak yang memperoleh hak integrasi
% = : : — x 100%
Jumlah anak yg memenubhi syarat integrasi

20
% = %Xloo%

% = 100%

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Anak yang memperoleh
hak integrasi

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Anak yang | 100% 100% 100% 100%
memperoleh hak integrasi

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Anak Yang Memperoleh Hak
Integrasi, hasil persentase yang diperoleh adalah 100 %.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_ 0
Target X 100%
1

00 X 100% =100%
100

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavonan - KANTOR WILAYAH KEVENTER ANHLKLM DAN HAM SULAWES BARAT

Tabel 3.39 Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 2023 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Anak yang | 100% | 100% |100% |100% | 100% |100%
memperoleh hak integrasi

Penyebab Keberhasilan:

Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4
Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Salah satu hak tersebut adalah hak integrasi, dimana hak ini akan diberikan
jika telah memenuhi syarat persyaratan baik secara administratif maupun substantif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan. Pemberian hak
integrasi dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang
Bebas. Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 10 Tahun

2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana.

Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

Kegiatan ini merupakan output Yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni melakukan pembinaan/pengasuhan bagi Anak di LPKA sesuai dengan
standar.

Analisis:

Pada Semester Il tahun 2023, Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas Il
Mamuju yang mendapat hak pengasuhan dari pegawai sesuai standar sebanyak
42 Anak Didik dari jumlah total Anak Didik 42 orang, realisasi untuk hak
pengasuhan Anak Didik Pemasyarakatan sebesar 100% dan telah melampaui
target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu sebesar 90% sehingga capaian kinerja
yang diperoleh adalah 111,1%.

Jumlah anak yang hak pengasuhan

0 — 1009
% Jumlah anak x %
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% = 42 100%
0—42x 0

% = 100%

Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Anak yang memperoleh
Hak Pengasuhan sesuai standar

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Anak yang | 90% 90% 100% 111%
memperoleh Hak Pengasuhan
sesuai standar

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Anak Yang Memperoleh Hak
Pengasuhan Sesuai Standar, hasil persentase yang diperoleh adalah 111%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_— 0
Target X 100%
1

00 X100% =111%
90

Tabel 3.41 Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan
sesuai standar Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Anak yang memperoleh | 80% | 90% | 100% | 100% | 125% |111%
Hak Pengasuhan sesuai standar

Penyebab Keberhasilan:

Sebagai upaya menyukseskan pelaksanaan program pembinaan dan
perawatan anak didik, seluruh anak didik pada LPKA Kelas Il Mamuju wajib
didampingi Pengasuh Pemasyarakatan. Pengasuh tersebut harus melakukan

pendekatan agar Anak mau menjalankan program pembinaan, memeriksa dan
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mengawasi anak didik yang diasuh serta membuat catatan atas kemajuan masing-

masing anak didik setiap minggunya secara periodik.

Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni menjamin pemberian hak Anak untuk mendapatkan pendidikan.

Analisis:

Jumlah anak didik pemasyarakatan yang mengikuti pendidikan formal dan
non formal adalah 39 anak didik dari total 42 anak didik pemasyarakatan,
sehingga realisasi yang didapat mencapai 92% sedangkan target adalah 90%.
Maka pencapaian pada indikator ini adalah 101,22%.

Jumlah anak yang hak pengasuhan

0 = 1000
% Jumlah anak x 100%

% = 39 x 100%
0= 77 0

% = 100%

Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase anak yang mengikuti
pendidikan formal dan non formal

Indiaktor Target Targer | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase anak yang mengikuti 90% 90% 92,85% 103,17%
pendidikan formal dan non formal

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Anak Yang Mengikuti
Pendidikan Formal Dan Non Formal, hasil persentase yang diperoleh adalah
125%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
W X 100%
2
9285 X 100% =103.17%
90
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Tabel 3.43 Perbandingan Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal
dan non formal Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 2023

Persentase anak yang | 80% 90% | 100% [92,85%| 125% |103,17%

mengikuti pendidikan formal
dan non formal

Penyebab keberhasilan :
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA mengamanatkan salah
satu fungsi LPKA adalah melaksanakan pembinaan yang meliputi pendidikan,
pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
LPKA Kelas Il Mamuju telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Mamuiju,
dan BLK Prov. Sulawesi Barat untuk dalam rangka penyelenggaraan pendidikan
di LPKA Mamuiju.
g. Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan
Ketertiban
Indikator Kinerja Kegiatan :
1. Persentase pengaduan yang diselesaikan;
2. Persentase pencegahan gangguan kamtib;
3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib;
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara

tuntas

Persentase pengaduan yang diselesaikan

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
untuk menindaklanjuti semua pengaduan terkait pelayanan pemasyarakatan di

Sulawesi Barat.
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Analisis:
Sepanjang Semester |l tahun 2023 tidak ada pengaduan yang diterima,

sehingga capaian kinerja untuk Semester Il tahun 2023 adalah sebesar 100%

Realisasi Persentase pengaduan yang diselesaikan

x 100%

0 Target Persentase pengaduan yang diselesaikan

% = 85 100%
0 = 85 X 0
% = 100%

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase pengaduan yang
diselesaikan

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin Renstra
Persentase pengaduan yang 85% 85% 85% 100%
diselesaikan

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Pengaduan Yang
Ditindaklanjuti Sesuai Standar, hasil persentase yang diperoleh adalah 100%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_— 0,

Target X 100%

85 X 100% = 1000%
85

Tabel 3.45 Perbandingan Persentase pengaduan yang diselesaikan
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase pengaduan yang | 80% | 85% |100% | 85% | 125% | 100%
diselesaikan

Penyebab Keberhasilan:

Sepanjang Semester Il tahun 2023 pada Lapas dan Rutan di Wilayah
Sulawesi Barat, tidak ditemukan adanya pengaduan yang masuk, baik melalui
aplikasi e-lapor maupun pengaduan yang dikirimkan langsung ke Lapas dan
Rutan.
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Persentase pencegahan gangguan kamtib

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pengendalian dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT
Pemasyarakatan di Sulawesi Barat. Sepanjang Semester Il tahun 2023 tidak
terdapat gangguan kamtib, sehingga capaian kinerja untuk Semester Il tahun 2023
adalah sebesar 100%.

Realisasi Persentase pencegahan gangguan kamtib

% = x 100%
0 Target Persentase pencegahan gangguna kambtib 0
% 80 100%
= —X

0 80 0
% = 100%

Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase pencegahan gangguan

kamtib
Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase pencegahan gangguan 80% 80% 80% 100%
kamtib

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Gangguan Kamtib Yang
Dapat Dicegah, hasil persentase yang diperoleh adalah 100%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_ 0
Target X 100%

80 X 100% =100%
80

Tabel 3.47 Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase pencegahan gangguan | 70% | 80% | 100% | 80% (142,86%| 100%
kamtib
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Penyebab keberhasilan:

Untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, Divisi Pemasyarakatan
melaksanakan kegiatan :

1. program deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban yang
senantiasa dilakukan oleh Lapas dan Rutan sehingga risiko gangguan kamtib
dapat di deteksi dan dicegah secara dini;

2. Meningkatkan fungsi intelijen pemasyarakatan yang melaporkan secara
insidentil maupun secara rutin informasi dari UPT);

3. Kegiatan yang bersinergi dengan pihak APH Terkait dan Kepolisian setempat

yaitu Patroli Titik Sambang secara rutin.

Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pengendalian dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT
Pemasyarakatan di Sulawesi Barat. Sepanjang Semester Il tahun 2023 tidak
terjadi gangguan kamtib sehingga capaian pada indikator kepatuhan dan disiplin
terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang
tidak mengulangi pelanggarannya adalah 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin
% = ——— x 100%
Target Persentase kepatuhan dan disiplin

0/—85 1009%
0—85x 0

% = 100%
Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kepatuhan dan Disiplin

terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase kepatuhan dan Disiplin 85% 85% 85% 100%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku
gangguan Kamtib
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Kepatuhan Dan Disiplin
Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib,
hasil persentase yang diperoleh adalah 100%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_ 0
Target X 100%

85 X 100% =100%
85

Tabel 3.49 Perbandingan Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib
oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase  kepatuhan dan | 80% | 85% |81,58% | 85% (101,98%| 100%
Disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak
Pelaku gangguan Kamtib

Penyebab Keberhasilan:

Dilakukan  pembinaan dan tindakan dengan tegas terhadap
tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sehingga tidak mengulangi
perbuatannya tersebut.

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara
tuntas

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pengendalian dan pencegahan, serta penindakan gangguan keamanan dan
ketertiban di UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Barat. Sepanjang Semester Il tahun
2023 tidak terjadi gangguan kamtib, sehingga indikator pemulihan kondisi

keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah sebesar 100%
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Realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Pasca
Gangguan Kambtib

% =
° Target Kondisi Pasca Gangguan Kambtib

x 100%

% = 80 x 100%
0=30 ()

% = 100%

Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase pemulihan kondisi 80% 80% 80% 100%
keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan
Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas, hasil persentase yang diperoleh adalah
100%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

e —— 0
Target X 100%

100 X 100% =100%
80

Tabel 3.51 Perbandingan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca
gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase pemulihan kondisi | 70% | 80% |100% | 80% |142,86%|100%
keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

Penyebab Keberhasilan:

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban
secara tuntas, dapat dicapai karena salah satunya adalah dengan telah
dibentuknya Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) di

masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan juga di Kantor
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Wilayah sehingga dapat dengan sigap dalam mengetahui gangguan keamanan
dan ketertiban, dan meningkatkan pemahanan tentang pentingnya adanya mitigasi
resiko
h. Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;

2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;

3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara

tuntas

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi

Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
untuk menindaklanjuti semua pengaduan terkait pelayanan pemasyarakatan di
Sulawesi Barat. Sepanjang Semester |l tahun 2023 tidak terjadi gangguan kamtib,
sehingga capaian indikator pengaduan dan telah ditindaklanjuti adalah sebesar
100%.

Persentase Pengaduan yang di tindaklanjuti

x 100%
Target Persentase Pengaduan °

%

(V—85 100%
0—85x 0

% = 100%

Tabel 3.52 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai standar

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin Renstra

Persentase pengaduan yang 85% 85% 85% 117,64%
ditindaklanjuti sesuai standar
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Pengaduan Yang
Ditindaklanjuti Sesuai Standar, hasil persentase yang diperoleh adalah 100%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_ 0
Target X 100%

85 X 100% =100%
85

Tabel 3.53 Perbandingan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai
standar Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase pengaduan vyang | 80% | 85% |100% | 85% |125% |100%
ditindaklanjuti sesuai standar

Penyebab Keberhasilan:
Sepanjang Semester Il tahun 2023 tidak ditemukan adanya pengaduan yang
masuk, baik melalui aplikasi e-lapor maupun pengaduan yang dikirimkan langsung

ke Lapas dan Rutan.

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pengendalian dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT
Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah
% = _ _ x 100%
Persentase Target Gangguan Kamtib yang dapat dicegah

80
% = %x100%

% = 100%
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Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase gangguan kamtib yang
dapat dicegah

Indiaktor Target Target | Realisasi | Persentase
Perkin Renstra
Persentase gangguan kamtib yang 80% 80% 80% 100%
dapat dicegah

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Gangguan Kamtib Yang
Dapat Dicegah, hasil persentase yang diperoleh adalah 100 %.
Penilaian Capaian :

Realisasi

W X 100%

80 X 100% =100%
80

Tabel 3.55 Perbandingan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase gangguan kamtib | 70% | 80% |100% | 100% (142,86%)|100%
yang dapat dicegah

Penyebab Keberhasilan :
Dalam usaha untuk melakukan pencegahan gangguan kamtib, Divisi

Pemasyarakatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

o Pelaksanaan razia dan tes urin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di seluruh
Lapas dan Rutan di Sulawesi Barat secara berkala;

e Pelaksanaan razia insidentil maupun rutin pada Lapas dan Rutan di Sulawesi
Barat;

e Pelaksanaan razia gabungan bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi
Barat dan Badan Narkotika nasional Provinsi Sulawesi Barat; dan

¢ Melakukan penguatan terhadap seluruh petugas guna mengimplementasikan

3+1 “Back to Basics” Kunci Pemasyarakatan Maju.
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Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pengendalian dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT
Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Realisasi Persentase Kepatuhan dan disiplin tata tertib

% = — — x 100%
0 Target Persentase Kepatuhan dan disiplin tata tertib 0

% = 85 100%
0—85x 0

% = 100%

Tabel 3.56 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin
terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase kepatuhan dan disiplin | 85% 85% 85% 100%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku
gangguan kamtib

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Kepatuhan Dan Disiplin
Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib,
hasil persentase yang diperoleh adalah 100%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_ 0
Target X 100%
85

X 100% =100%
85
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Tabel 3.57 Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib
oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase kepatuhan dan | 80% | 85% |81,58% | 85% (101,98%]| 100%
disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak
pelaku gangguan kamtib

Penyebab Keberhasilan:
Dilakukan  pembinaan dan tindakan dengan tegas terhadap
tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sehingga tidak mengulangi

perbuatannya tersebut.

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara
tuntas

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pengendalian dan pencegahan, serta penindakan gangguan keamanan dan
ketertiban di UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Realisasi Persentase Pemulihan Kondisi pasca
gangguan kamtib
Target Persentase Pemulihan Kondisi pasca
gangguan kamtib

x 100%

0 =

80
% =% x 100%

% = 100%

Tabel 3.58 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase pemulihan kondisi
keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra
Persentase  pemulihan  kondisi | 80% 80% 800% 100%
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Pemulihan Kondisi
Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas, hasil persentase yang
diperoleh adalah 100%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_— 0,
Target X 100%
100

X 100% =125%
80

Tabel 3.59 Perbandingan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca
gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 2022 | 2023

Persentase pemulihan kondisi | 70% | 80% |100% | 80% |142,86%|100%
keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

Penyebab Keberhasilan:

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban
secara tuntas, dapat dicapai karena salah satunya adalah dengan telah
dibentuknya Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) di
masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan juga di Kantor
Wilayah sehingga dapat dengan sigap dalam mengetahui gangguan keamanan
dan ketertiban, dan meningkatkan pemahanan tentang pentingnya adanya mitigasi
resiko.

i. Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian
Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabiliasi
Nakortika di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan :
1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak

sesuai dengan standar;
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2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan
(preventif) secara berkualitas;

3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui)
mendapat akses layanan Kesehatan maternal;

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani;

5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar;

6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)
yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar;

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan
jumlah virusnya ) dan TB Positif (berhasil sembuh);

8. Persentase Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban

penyalahgunaan narkotika

Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi
Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni makanan tahanan/narapidana/anak di UPT Pemasyarakatan di Sulawesi
Barat.

Jumlah pemenuhan makanan bagi
tahanan/narapidana/anak

% = x 100%
0 jumlah tahanan, narapidana, anak 0
% 1412 100%
VIt
% = 100%
Tabel 3.60 Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi
Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar
Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra
Persentase Pemenuhan layanan | 80% 80% 100% 125%
makanan bagi
Tahanan/Narapidana/Anak  sesuai
dengan standar
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase pemenuhan layanan makanan
tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar, hasil persentase yang diperoleh
adalah 125%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_ 0
Target X 100%

100 X 100% =125%
80

Tabel 3.61 Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi
Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Pemenuhan layanan - 80% |- 100% - 125%
makanan bagi
Tahanan/Narapidana/Anak
sesuai dengan standar

Penyebab Keberhasilan :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak
sesuai dengan standar dapat dicapai karena adanya arahan dari pimpinan serta
kesadaran petugas untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada
Tahanan/narapidana, utamanya pemberian makanan. Pemberian makanan sudah

diatur dengan menu 10 hari, dan itu harus dijalankan.

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan
(preventif) secara berkualitas

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pemeberian layanan kesehatan tahanan/narapidana/anak di UPT

Pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang berkualitas.
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Realisasi Persentase tahanan/narapidana/
anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif’)
Target Persentase tahanan/narapidana/
anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif’)

% =

x 100%

100
% = W x 100%

% = 106%

Tabel 3.62 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan
(preventif) secara berkualitas

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak | 94% 94% 100% 106 %
mendapatkan layanan Kesehatan
(preventif) secara berkualitas

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana /Anak
mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, hasil persentase
yang diperoleh adalah 106,38%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_— 0

Target X 100%

100 X 100% =106.38%
94

Tabel 3.63 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan
(preventif) secara berkualitas Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak - 94% | - 100% - 106 %
mendapatkan  layanan  Kesehatan
(preventif) secara berkualitas

Penyebab Keberhasilan :
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak

sesuai dengan standar dapat dicapai karena adanya arahan dan motivasi dari
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pimpinan serta kesadaran petugas untuk senantiasa memberikan pelayanan
terbaik kepada Tahanan/narapidana, termasuk pemberian layanan kesehatan

(preventif) secara berkualitas wajib dijalankan.

Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan
Menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni persentase tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan maternal di UPT Pemasyarakatan di Sulawesi
Barat.

Jumlah Ibu Hamil yang mendapat layanan kesehatan

0 — maternal 1009
% Jumlah tahanan/narapdina perempuan (hamil dan menyusui) x %o

1
x=Ix100%

x =100%

Tabel 3.64 Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan
Menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Tahanan dan Narapidana | 97% 97% 100% 103,09%
Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui)
mendapat akses layanan Kesehatan
maternal

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase tahanan/narapidana
perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan
maternal, hasil persentase yang diperoleh adalah 103,09%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
X 100%
Target
100 X 100% =103.09%
97
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Tabel 3.65 Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan
Menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 2023 | 2022 | 2023 | 2022 2023

Persentase Tahanan dan - 97% |- 100% - 103,09%
Narapidana Perempuan (lbu
Hamil dan Menyusui) mendapat
akses layanan Kesehatan
maternal

Penyebab Keberhasilan :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak
sesuai dengan standar dapat dicapai karena adanya arahan dan motivasi dari
pimpinan serta kesadaran petugas untuk senantiasa memberikan pelayanan
terbaik kepada Tahanan/narapidana, termasuk pemberian layanan kesehatan

maternal bagi ibu hamil dan menyusui wajib dijalankan.

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pemberian layanan kesehatan tahanan/narapidana/anak di UPT

Pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang mengalami gangguan mental.

Jumlah tahanan, narapidana, anak yang mengalami
_ gangguan mental yang dapat ditangani
= Jumlah tahanan, narapidana, anak yang mengalami
gangguan mental

x 100%

%

2
x=Ex100%

x =100%

Tabel 3.66 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak | 80% 80% 100% 125%
yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana /Anak
mendapatkan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami
gangguan mental dapat tertangani, hasil persentase yang diperoleh adalah 125%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_— 0,
Target X 100%
100

X 100% =125%
80

Tabel 3.67 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase - 80% |- 100% - 125%
Tahanan/Narapidana/Anak yang
mengalami gangguan mental dapat
tertangani

Penyebab Keberhasilan :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak
sesuai dengan standar dapat dicapai karena adanya arahan dan motivasi dari
pimpinan serta kesadaran petugas untuk senantiasa memberikan pelayanan
terbaik kepada Tahanan/narapidana, termasuk pemberian layanan kesehatan

bagi tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental.

Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pemberian layanan kesehatan tahanan/narapidana/anak lansia di UPT

Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.
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Jumlah tahanan, narapidana lansia yang mendapatkan
layanan kesehatan
Jumlah tahanan, narapidana yang membutuhkan
layanan kesehatan

% = x 100%

°/—14 100%
0= % 0

% = 100%

Tabel 3.68 Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Tahanan/Narapidana lansia | 85% 85% 100% 117,64%
yang mendapatkan layanan Kesehatan
sesuai standar

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, hasil persentase yang
diperoleh adalah 117,64

Penilaian Capaian :

Realisasi
W X 100%
1
00 X 100% =117.64%
85

Tabel 3.69 Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Tahanan/Narapidana - 85% |- 100% - |117,64%
lansia yang mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar

Penyebab Keberhasilan :
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak

sesuai dengan standar dapat dicapai karena adanya arahan dan motivasi dari

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavonan - KANTOR WILAYAH KEVENTER ANHLKLM DAN HAM SULAWES BARAT

pimpinan serta kesadaran petugas untuk senantiasa memberikan pelayanan
terbaik kepada Tahanan/narapidana, termasuk pemberian layanan kesehatan

sesuai tandar bagi tahanan/narapidana lansia.

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)
yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
untuk memberikan layanan kesehatan kepada tahanan/narapidana/anak

berkebutuhan khusus yang ada di UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Jumlah tahanan, narapidana, anak berkebutuhan khusus
_ yang mendapatkan layanan kesehatan
" Jumlah tahanan, narapidana, anak berkebutuhan khusus
yang membutuhkan layanan kesehatan

%

x 100%

% = }x 100%
% =100%

Tabel 3.70 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak | 85% 85% 100% 117,64%
berkebutuhan khusus (Disabilitas)
yang mendapatkan layanan Kesehatan
sesuai standar

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase tahanan/narapidana/anak
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar, hasil persentase yang diperoleh adalah 117,64%.

Penilaian Capaian :

Realisasi
_— 0
Target X 100%
1
00 X 100% =117.64%
85
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Tabel 3.71 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar Tahun 2023 dan

2022
Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
Persentase - 85% |- 100% - |117,64%

Tahanan/Narapidana/Anak
berkebutuhan khusus (Disabilitas)
yang mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar

Penyebab Keberhasilan :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak
sesuai dengan standar dapat dicapai karena adanya arahan dan motivasi dari
pimpinan serta kesadaran petugas untuk senantiasa memberikan pelayanan
terbaik kepada Tahanan/narapidana, termasuk pemberian layanan kesehatan

sesuai tandar bagi tahanan/narapidana/anak yang berkebutuhan khusus.

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS
(ditekan jumlah virusnya ) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni pemberian layanan kesehatan tahanan/narapidana/anak lansia di UPT
Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.

Analisis:

Sepanjang Semester Il tahun 2023 di Lapas Rutan Se Sulawesi Barat terdapat
3 orang yang positif HIV-AISD, dari ke 3 org tersebut 1 orang meninggal dunia.
Terdapat 10 orang positif TB, 3 orang selesai pengobatan dan berhasil sembuh, 7
orang lainnya sementara pengobatan (masa pengobatan = 6 bulan). Sehingga
realisasi yang dicapai sebesar 50% dari target sebesar 80% maka capaian kinerja
Semester |l tahun 2023 adalah sebesar 62,50%.

4= Jumlah Narapidana dengan HIV AIDS ditekan jumlah virusnya
B Jumlah Narapidana dengan HIV AIDS

A= g x 100%
A=67%
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_Jumlah Narapidana dengan TB berhasil sembuh

1 0
Jumlah Narapidana dengan TB Positif x 100%
B = 3 100%
=10 % 0
B =30%
(A+B)
% = 5 X 100%
(67 + 30
0 =———x100%
2
% = 49%

Tabel 3.72 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS
(ditekan jumlah virusnya ) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase keberhasilan penanganan | 80% 80% 49% 61,5%
penyakit menular HIV/AIDS (ditekan
jumlah virusnya ) dan TB Positif
(berhasil sembuh)

Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase keberhasilan penanganan
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh), hasil persentase yang diperoleh adalah 62,5%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_— 0,

Target X 100%

49 X 100% =61.5%
80

Tabel 3.73 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS
(ditekan jumlah virusnya ) dan TB Positif (berhasil sembuh)
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase keberhasilan - 80% |- 49% - 61,5%
penanganan  penyakit menular
HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya )
dan TB Positif (berhasil sembuh)
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Penyebab Tidak Tercapainya :

Adanya 1 (satu) orang positif HIV-AIDS yang meninggal dunia. Selain karena
yang bersangkutan sebelum masuk Lapas penyakitnya sudah parah, masih
kurangnya sarana prasarana, dan obat-obatan yang ada di Lapas/Rutan menjadi
salah satu faktor tidak maksimalnya penanganan penyakit yang kronis di dalam

Lapas/Rutan.

Persentase Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban
penyalahgunaan narkotika

Kegiatan ini merupakan output yang menjadi Tugas dan fungsi Divisi
Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yakni penanganan pecandu/korban penyalahguna narkoba di UPT
Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

Analisis :

Sepanjang Semester Il tahun 2023 telah dilaksanakan Program Rehabilitasi
Bagi Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahap | bekerja
sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 30
orang dan telah diadakan pengukuran indeks kualitas hidup dan telah berubah
menjadi lebih baik seluruhnya, Sehingga realisasi yang dicapai sebesar 100% dari
target sebesar 27% maka capaian kinerja Semester Il tahun 2023 adalah sebesar
370%.

_ Jmlh perubahan kualitas hidup narapidana penyalagunaan narkoba

1009
Jmlh Narapaidana yang mendapatkan layanan kesehatan X %

A= >0 100%
—30x 0

A =100%

Tabel 3.74 Persentase Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban
penyalahgunaan narkotika

Indiaktor Target | Target | Realisasi | Persentase
Perkin | Renstra

Persentase Perubahan kualitas hidup | 27% 27% 100% 370,37%
pecandu/penyalaguna/korban
penyalahgunaan narkotika
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Berdasarkan Indikator pengukuran Persentase perubahan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika, hasil persentase yang
diperoleh adalah 370,37%.

Penilaian Capaian :

Realisasi

_ 0

Target X 100%

100 X 100% =370.37%
27

Tabel 3.75 Persentase Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban
penyalahgunaan narkotikaTahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Perubahan kualitas hidup - 27% | - 25% - 370,73%
pecandu/penyalaguna/korban
penyalahgunaan narkotika

Penyebab Keberhasilan :

Di wilayah Sulawesi Barat, khususnya pada Lapas Kelas IIB Polewali pada
tahun 2023 telah dilaksanakan Program Rehabilitasi Bagi
Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahap | bekerja sama

dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah;
2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Tabel 3.76 Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian

Indiaktor Target | Realisasi | Persentase

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan 3,25 3,96 121,85%
Keimigrasian di Wilayah

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 3,13 3,67 117,25%
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Capaian yang dimaksud secara detail sebagai berikut :

: . = Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi
[l IR [EliEN keimigrasian di Wilayah Indikator
*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Pengukuran
Kinerja

Pengukuran Kinerja:

_ Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian

1009
Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian x %

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun
2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi
Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman
https://survei.balitbangham.go.id dan https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/. Prosedur ini
mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan
menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna
untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis
layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi
tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari
opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu
Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/
Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh

BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

Unsur Jan | Feb [ Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des
Layanan
Informasi 394 [ 397 [394 [398 [396 |39 |39 [393 [397 [398 |[391 |3098
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Persyaratan 3,95 | 3,97 394 |39 |397 |397 |39 | 393 | 3,98 3,97 | 392 | 3,97

Prosedur/ 3,95 | 3,96 3,94 3,98 3,94 3,97 3,97 3,99 3,98 3,98 3,90 3,98
Alur
Waktu 3,95 | 3,97 3,96 3,97 3,98 3,96 3,96 3,94 3,98 3,96 3,90 3,97

Penyelesaian

Tarif/Biaya 3,94 | 3,96 3,96 3,97 3,96 | 3,95 3,98 3,99 3,99 3,97 3,85 3,98
Sarana/ 3,95 | 3,96 3,94 3,97 3,96 3,97 3,98 3,98 3,99 3,98 3,88 3,98
Prasarana

Respon 3,95 | 3,97 3,95 398 | 398 | 3,98 3,98 3,93 3,97 3,97 3,84 | 3,96
Konsultasi/ 3,95 | 3,63 3,94 3,99 |39 | 397 3,96 3,97 3,97 3,97 3,85 3,95
Pengaduan

Nilai SKM 3,95 | 3,96 3,94 3,97 3,96 | 3,96 3,97 3,96 | 3,98 3,97 3,88 3,97
Responden 95 69 71 67 62 90 104 103 110 100 107 106

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM
kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi

dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

12
le* Y,
i=1

dimana:
X = Nilai SKM
Y = Responden
i = Bulan ke ...
Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM

selama tahun 2023 sebesar 3,96 dengan perhitungan sebagai berikut :

(3,95%95) + (3,96 % 69) + (3,94 % 71) + (3,97 * 67) + (3,96 * 62) + (3,96 * 90) + (3,97 * 104) +
(3,96 % 103) + (3,98 * 110) + (3,97 +* 100) + (3,88 * 107) + (3,97 * 106)

x= 95+69+71+62+90+ 104+ 103+ 110+ 100+ 107 + 106
4286,86
X =——
1084
x =396
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Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan
formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing masing unsur

layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan Nllai
Informasi 3,95
Persyaratan 3,96
Prosedur/Alur 3,96
Waktu Penyelesaian 3,96
Tarif/Biaya 3,96
Sarana/ Prasarana 3,96
Respon 3,95
Konsultasi/ Pengaduan 3,95
Nilai SKM 3,95
Responden 1084

Hasil SKM Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan
nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Satuan Kerja UPT Kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPl Mamuju dan
Kantor Imigrasi Kelas 1l Non TPI Polewali Mandar. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan
Masyarakat Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

adalah sebesar 3,96 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 112,85%.

CAPAIAN IKM:

__ Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasisan

— — _ x 100%
Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasisan 0

_ 396 100%
32570

=112,85%
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Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan
Masyarakat Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat pada tahun 2023, telah tercapai. Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017,
analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan
menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1-4 untuk kategori penilaian tidak
baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel
Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit
Pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.77 Tabel Survey

Nilai Persepsi Nilai Interval IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit
Pelayanan
1 1.00 — 2.5996 D TIDAK BAIK
2 2.60 — 3.064 C KURANG BAIK
3 3.0644 — 3.532 B BAIK
4 3.5324 - 4.00 A SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit
pelayanan pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,90 dan 2021
sebesar 3,50, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian
tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 0,06 indeks. Hal ini
membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah konsisten naik.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target
nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi

di tahun 2023 adalah sebesar 3,96 indeks atau nilai capaian sebesar 112,85%.
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Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

realisasi nilai IKM terhadap layanan keimigrasian 2023
- b3y g x 100%
Target Nilai IKM

3,96
3,30

Secara struktur, Divisi Keimigrasian berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian

x100% = 120%

Hukum dan HAM Sulawesi Barat, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan
perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2023 sebesar 3,75, maka nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian lebih besar 0,21 poin atau capaiannya
6,64% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,94, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat lebih
besar 0,02 poin atau capaiannya 0,62% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal

Imigrasi

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarat pada Divisi Keimigrasian
berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tidak
terlepas dari layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi Kelas Il
Non TPl Mamuju dan Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Polewali Mandar kepada
masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Layanan Eazy Passport SIMAJU IDAMAN (Imigrasi Mamuju Datang Melayani Anda)
merupakan layanan inovasi Kantor Imigrasi Kelas 1l Non TPl Mamuju dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Layanan tersebut adalah bentuk
kerjasama Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPl Mamuju dengan pihak Pemerintah
Kabupaten;

2. Layanan JEMPOL MAMA (Layanan Jemput Bola Kanim Polman ke Kabupaten
Majene dan Mamasa) merupakan layanan inovasi Kantor Imigrasi Kelas 1l Non TPI
Polewali Mandar sebagai program pendekatan pemberian layanan paspor kepada

masyarakat di Kabupaten Majene dan Kabupeten Mamasa.
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. : B Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi
NILETO A NIEEN keimigrasian di Wilayah Indikator

*Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan Kkeimigrasian melalui pencegahan,
pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum
keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis
Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan
evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian Tindakan
administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan
Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik
(e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan
jumlah responden 3.273. Responden survei pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melibatkan pihak internal berupa pejabat
dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam
hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing
(TIMPORA) di luar lingkungan Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan
Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala
4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-

masing unsur sebagai berikut:
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Tabel. 3.78 Tabel Unsur/Indikator

No | Nama Unsur/Indikator | Bobot Unsur Nilai
(%)
1 Intelijen 20 3,73
2 Penyidikan 10 3,26
3 TAK 10 3,58
4 Pengawasan 20 3,73
5 Pengaudan 20 3,83
6 Pencegahan 20 3,70

Unsur Survei Pihak Internal

No | Nama Unsur/Indikator | Bobot Unsur Nilai
(%)

1 Intelijen 20 3,65

2 Penyidikan dan TAK 20 3,55

3 Pengawasan 20 3,75

4 Pengaudan 20 3,73

5 Pencegahan 20 3,83

Unsur Survei Pihak Eksternal
Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 33 responden internal dan 24
responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai
Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Sulawesi Barat sebesar 3,68 untuk internal dan 3,66 untuk eksternal. Untuk
mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan

sebagai berikut:

NILAI IPK:

(Nilai Internal x responden internal) + (nilai eskternal x responden eksternal) 100%
= X (1]

Jumlah Total Responden Internal dan Eksternal

_ (3,68x33) + (3,66 x 24)

1 0,
= x 100%

= 3,67
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan
Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat sebesar 3,67. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau

memiliki capaian sebesar 117,25%.

CAPAIAN IPK

Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasisan 100%
_ x 0

"~ Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasisan

_ 367 100%
“313 0"

=117,25%

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan
Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat pada tahun 2023, telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai
tahun 2022 sebesar 3,71 dan 2021 sebesar 3,83, realisasi Indeks Pengamanan
Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,1 indeks.
Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi
Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat perlu

perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks
Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks
Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun

2023 adalah sebesar 3,67 indeks atau nilai capaian sebesar 116,88%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

__ realisasi nilai IPK terhadap layanan keimigrasian 2023 « 100%
- Target Nilai IPK TAHUN 2024 °

_ 3,67
- 3,14
Secara struktur, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian

x100% = 116,88%

pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan
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Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat lebih kecil 0,04 poin atau capaiannya 1,28% dibanding dengan Direktorat
Jenderal Imigrasi.

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi
Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tidak terlepas
dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian dan seluruh UPT Kantor
Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, seperti:

1. Kegiatan Operasi Intelijen (Pengumpulan Data dan Informasi) Keimigrasian;

2 Kegiatan Operasi Mandiri;

3. Kegiatan Operasi Gabungan;

4 Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) baik di tingkat Provinsi sampai
ke Timpora Tingkat Kabupaten dan Timpora Tingkat Kecamatan yang dikoordinir
oleh Kantor Imigrasl;

5. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi

Kelas Il Non TPl Mamuju dan Kantor Imigrasi Kelas 1l Non TPI Polewali Mandar

Serupa dengan perlakukan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari
tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat
bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur Penyidikan
dan TAK memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas
dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan
hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor
dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu
mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud
dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah;
2. Mengoptimalkan Tindakan Administratif Keimigrasian pada masing-masing Unit Kerja

Kantor Imigrasi
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4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

a. Sasaran Kegiatan :
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian
hukum
Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

| | Kegiatan Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di
wilayah yang berkepastian hukum

Indikator Kegiatan

1 | Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Target 1| 5%
Realisasi : Reali o PNBP Tahun Berjalan — PNBP Tahun Lalu
eansast = PNBP Tahun Lalu
_ 415.400.000 — 349.950.038 100% = 18.7%
= 349.950.038 X I = 280
Capaian
18,7
Capaian = TxlOO% = 374%
Ket

Pada tahun 2023 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat melalui Subbid Administrasi Hukum Umum mendapatkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp. 415.400.000,00 yang mana jumlah tersebut
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun lalu dari realisasi dan juga
persentase capaian yang dihasilkan. Realisasi yang dihasilkan sangat melebihi dari
target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.79 Persentase Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di
wilayah Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 | 2023

Persentase  peningkatan PNBP | 5% 5% 0,1% | 18,75% | 2% 374 %
Administrasi Hukum Umum di wilayah
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Penyebab Keberhasilan

- Faktor keberhasilan

Dalam mencapai suatu keberhasilan atau tercapainya suatu target yang telah

ditentukan tentunya ditunjang dengan berbagai macam faktor baik faktor internal

maupun faktor eksternal. Yang menunjang tercapainya target dilihat dari faktor
internal adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi secara continue antara Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal ini
Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
dengan pelaksana kegiatan;

2) Adanya Sinergitas antara Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
dengan Subbidang lain dalam pelaksanaan kegiatan;

3) Kolaborasi antara Pelaksana, Pengawas dan Pejabat administrator yang
terjalin dengan baik sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai;

4) Pemanfaatan Podcast Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam
melaksanakan penyebaran informasi Layanan Adiministrasi Hukum Umum.

Adapun faktor eksternal yang menunjang tercapainya suatu target yang telah

ditentukan adalah sebagai berikut:

1) Sinergitas antara Kantor Wilayah dengan Stakeholder yang terjalin dengan
baik yang berdampak pada keberhasilan Kantor Wilayah dalam mencapai
target yang telah ditetapkan;

2) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum di
semua Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat;

3) Penyebaran informasi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah melalui
media baik berupat Flatprom Video Musik, Instagram, Youtube, Facebook, dlI;

4) Terjalinnya suatu kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sulawesi Barat dengan Rumah BUMN dalam Penyebaran Informasi

Layanan Administrasi Hukum Umum.

b. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
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Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian
laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan Notaris di wilayah. Target yang ditetapkan adalah sebesar 86%. Adapun rata-
rata realisasi capaian pada indikator kinerja ini, yaitu sebesar 100%. Hal ini
menandakan bahwa laporan pengaduan masyarakat yang masuk di Kantor Wilayah

sudah terselesaikan semuanya.

Il | Kegiatan Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW,
MPW, MPD

Indikator Kegiatan

1 | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran
perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Target 1| 86%

Realisasi : .. Jmllaporan pengaduan diselesaikan
Realisasi = x 100%
Jml laporan pengaduan masuk

2
=5 100% = 100%

Capaian 100
Capaian = ¥x100% = 116%

Ket : | Adapun laporan pengaduan yang masuk baik dari masyarakat
maupun dari Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah bahwa
laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran
perilaku dan pelaksanaan jabatan pada Notaris Wilayah Mamuju
dan Polewali Mandar (Kode Etik) Notaris sebanyak 2 (dua)
pengaduan.
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Tabel 3.80 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran
perilaku Notaris di wilayah Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 2022 2023

Persentase penyelesaian laporan | 84% | 86% | 84% | 100% | 100% | 116%
pengaduan masyarakat terkait
dugaan pelanggaran perilaku dan
pelaksanaan jabatan Notaris di
wilayah

Penyebab Keberhasilan
- Faktor keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Koordinasi yang rutin dan berkesinambungan dengan Unit Eselon | di Pusat

terkait dengan Layanan Kenotariatan;

2) Masyarakat atau pengadu seringkali salah persepsi terkait dengan jabatan
Notaris karena terkadang aduan yang masuk di Majelis Pengawas Notaris
tidak sama sekali berkaitan dengan jabatan Notaris melainkan Jabatannya
sebagai PPAT sehingga aduan tersebut dapat diselesaikan secara cepat;

3) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris guna
menciptakan Notaris yang professional dalam melaksakan tugas dan
kewajibannya;

4) Meningkatkan kualitas Majelis Pengawas Notaris dengan melaksanakan
kegiatan Sosialisasi maupun rapat internal antara sesama majelis Pengawas.

c. Sasaran Kegiatan
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Permohonan Kl yang Difasilitasi Kantor Wilayah
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| | Kegiatan Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang
berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM

Indikator Kegiatan

1 | Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor wilayah

Target : | 12 Layanan
Realisasi : | 110 Layanan
Capaian
110
Capaian = ExlOO% = 916,7%
Ket : Berdasarkan Perjanjian Kinerja mengenai jumlah permohonan

Kl yang difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 sebesar 12
layanan. Kantor Wilayah telah mencapai target dan bahkan
melebihi target yang telah ditetapkan. target yang ditetapkan
adalah 12 layanan Adapun realisasinya adalah 110 layanan
sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 916.7%. Hasil
tersebut diperoleh dengan meningkatkan metode jemput bola
permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Sulawesi Barat.

Tabel 3.81 Persentase Realisasi jumlah Permohonan Kl yang Difasilitasi Kantor Wilayah
Tahun 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 2022 2023

Jumlah Permohonan KI yang | 12 12 107 | 110 |(891,67% |916,7%
Difasilitasi Kantor Wilayah

Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja mengenai jumlah permohonan Kl yang
difasilitasi Kantor Wilayah Tahun 2023 dengan target 12 Layanan. Kantor Wilayah
Sulawesi Barat telah memfasilitasi 110 layanan. hal tersebut dapat terwujud karena
adanya beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan, yaitu:
1) Pelaksanaan Sosilisasi yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah;
2) Adanya program inovasi layanan jemput bola yang lebih memudahkan

Masyarakat/pelaku UMKM dalam mendaftarkan KiI;

3) Sinergi antar steakholder terkait; dan
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4) Penyebarluasan informasi melalui media terkait pentingnya mendaftarkan
Kekayaan Intelektual.

2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh
Kantor Wilayah

2 | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor

wilayah
Target : | 1 Lokus
Realisasi | : | 6 Lokus
Capaian 6
Capaian = leOO% = 600%
Ket : | Berdasarkan Perjanjian Kinerja mengenai Jumlah Pelaksanaan

Diseminasi Dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor
Wilayah Tahun 2023 sebesar 1 Lokus. Kantor Wilayah telah
melaksanakan sebanyak 6 lokus. Yang artinya telah mencapai
target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi
sebesar 6 lokus dengan 8 kali pelaksanaan kegiatan sehingga
capaian kinerjanya sebesar 600%.

Tabel 3.82 Persentase Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 2023

Jumlah Pelaksanaan 1 1 10 6 |1000% | 600%
Diseminasi dan Promosi
Kekayaan Intelektual oleh
Kantor Wilayah

Promosi dan diseminasi kekayaan intelektual telah terselenggara 6 lokus
diantarnya:
1. Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 1 (satu) kali kegiatan;
Kabupaten Majene sebanyak 1 (satu) kali kegiatan;
Kabupaten Mamasa sebanyak 1 (satu) kali kegiatan;
Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 1 (satu) kali kegiatan;

Kabupaten Pasangkayu sebanyak 1 (satu) kali kegiatan,

A T

Kabupaten Mamuju sebanyak 2 (dua) kali kegiatan
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Penyebab Keberhasilan

Dalam perjanjian kinerja telah ditetapkan target mengenai Jumlah Pelaksanaan
Diseminasi Dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah yang harus
dicapai. Kantor Wilayah telah melaksanakannya dan telah mencapai target bahkan
telah melampauinya. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya:

1) Peningkatan Pemahaman dan kesadaran masyarakat/pelaku usaha terkait

pentingnya melakukan pendaftaran perlindungan Kekayaan Intelektual melalui
kegiatan sosialisasi dan jemput bola;

2) Sosialisasi guna membangun Terjalinnya sinergi yang baik yang dibangun oleh
Kantor Wilayah dengan stakeholder terkait.

d. Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Kegiatan Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang
Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM yang Handal

Indikator Kegiatan

1 | Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Target - | 100%
Realisasi | 100%
Capaian 100
[ = — 0f, = 0,
Capaian 100x100/o 100%
Ket : | Pada tahun 2022 target mengenai Persentase Penanganan

Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual sebesar target 100%
dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. Tahun 2023
sebesar target 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja
100%. Dari tahun 2022 hingga 2023, Kantor wilayah belum
menerima adanya aduan terkait pelanggaran Kekayaan
Intelektual yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat.
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Tabel 3.83 Perbandingan Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan
Intelektual 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 2023 2022 2023 2022 | 2023

Persentase Penanganan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Aduan Pelanggaran
Kekayaan Intelektual

Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah dalam Upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran
Kekayaan Intelektual telah melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung
melalui program kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan dan pengawasan serta
pemantauan. Hal tersebut hingga di tahun 2023 masih terus dilakukan oleh Kantor
Wilayah, sehingga Kantor Wilayah hingga saat ini belum menerima adanya aduan

terkait pelanggaraan Kekayaan Intelektual yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat.

2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan

Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah

Kegiatan Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang
Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM yang Handal

Indikator Kegiatan

2 | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah

Target | 2 Lokus
Realisasi | : | 2 Lokus
Capaian

2
Capaian = ExlOO% = 100
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Tabel 3.84 Persentase Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 2023 2022 | 2023 | 2022 | 2022

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 2 2 4 2 |200% | 100%
Pencegahan Pelanggaran | Lokus | Lokus | Lokus
Kekayaan Intelektual yang
Dilakukan oleh Kantor Wilayah

Berdasarkan pada Perjanjian kinerja, mengenai Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh
Kantor Wilayah, target sebesar 2 lokus, dengan realisasi sebesar 2 lokus dan
capaian kinerjanya sebesar 100%. Kantor Wilayah telah melaksanakan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.

Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang
telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah terlaksana sesuai dengan target yang
telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat
kendala yakni Kantor Wilayah belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah
yang ada di Wilayah Sulawesi Barat, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh
lapisan Masyarakat. Sehingga perlu dilaksanakan melaksanakan Kegiatan
Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dirangkaikan dengan
menggunakan anggaran kegiatan lainnya dengan tujuan, agar setiap wilayah
dapat terjangkau.

3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Il | Kegiatan Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang
Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM yang Handal

Indikator Kegiatan

3 | Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Target . | 5 Laporan

Realisasi : | 6 Laporan
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Capaian

6
Capaian = §x100% = 120%

Ket . | Pada Perjanjian Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk
Kekayaan Intelektual di Wilayah Kantor Wilayah dengan target
sebesar 5 laporan. Kantor Wilayah Sulawesi Barat memperoleh
realisasi sebesar 6 laporan dengan capaian kinerja sebesar
120%. Artinya, kantor wilayah telah melaksanakan sesuai target
yang ditetapkan dan bahkan telah melebihi target.

Tabel 3.85 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di
Wilayah 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 202 | 2023
2
Kegiatan Pemantauan Produk 2 5 3 6 |200 |120%
Kekayaan Intelektual di Wilayah Lap | Lap | Lap | Lap | %

Penyebab Keberhasilan
Berdasarkan capaian tahun 2023 dari target 5 laporan , realisasi 6 laporan dan
capaian sebesar 120%. Hal ini menunjukkan bahwa target Pemantauan Produk
Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dilakukan telah tercapai. Keberhasilan
pencapaian ini tidak lepas dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor
Wilayah. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala pada supermarket,
swalayan, pertokoan dan minimarket.
e. Sasaran Kegiatan
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

I Kegiatan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Indikator Kegiatan

1 | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Target . | 80% (285)
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Realisasi : .. Jumlah fasilitasi rancangan perda
Realisasi = x100%
Jumlah permohonan

_ 24 100% = 100%

= 512”% o = o
Capaian

100
Capaian = ExlOO% = 125%

Ket . | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

menerima sejumlah 214 permohonan rancangan perda selama
tahun 2023 dan melalui Perancang Peraturan Perundang-
undangan di kantor wilayah telah berhasil memfasilitasi
permohonan tersebut dan diharmonisasikan selama tahun 2023.

Tabel 3.86 Perbandingan Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor
Wilayah Kemenkumham 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian
2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Rancangan | 80% | 80% | 332% | 385% (402,5% [135,09%

Perda yang Difasilitasi oleh

Kantor Wilayah

Kemenkumham

Penyebab Keberhasilan

- Faktor keberhasilan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Keberhasilan
pencapaian target dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-
undangan tersebut berperan serta pada tahapan penyusunan, pembahasan,
pengesahan, hingga pengundangan, mengoptimalkan peran perancang
peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan penguatan koordinasi

dengan Kementerian/Lembaga terkait penyusunan-pengundangan.
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f. Sasaran Kegiatan
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan

Pembinaan

I Kegiatan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Indikator Kegiatan

Il | Kegiatan Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan
perundang-undangan

Indikator Kegiatan

1 | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan
perundangan-undangan

Target : | 13 Orang
Realisasi : | 29 Orang
Capaian
c . Realisasi (29) 100% = 223.08%
apaian = Target (13) X 0= .08%
Ket : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

telah melaksanakan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan
Perundang-undangan yang diantaranya berasal dari Perancang
Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sejumlah 13 orang,
serta mengundang pula perancang dari Pemerintah Daerah
Kabupaten maupun Provinsi untuk ikut serta dalam pembinaan
yang kemudian mengundang narasumber dari pusat yaitu
Kemendagri dan Dirjen PP.

Tabel 3.87 Perbandingan Pembianaan Perancang 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 2023 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Jumlah Perancang Peraturan | 130rg | 130rg | 100% | 29% |100% |223,08%
Perundang-Undangan di Daerah
yang Mendapatkan Pembinaan
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Penyebab Keberhasilan

Pembinaan Perancang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
ini memberikan penguatan dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan yang
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, pengundangan. Keberhasilan pencapaian target dalam tahapan
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berperan serta pada tahapan
penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, mengoptimalkan
peran perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan penguatan
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki keahlian terkait penyusunan
hingga pengundangan. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan
kementerian/lembaga terkait tentu menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan
kapasitas tenaga perancang secara keseluruhan. Adanya tenaga Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sulawesi Barat juga turut menunjang dalam peningkatan kapasitas karena
jumlah tenaga perancang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat cenderung lebih banyak pada tingkat Ahli Pertama.

g. Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis
dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum

Daerah

I Kegiatan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Indikator Kegiatan

1 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum

daerah
Target | 2 Kegiatan
Realisasi | : | 9 Kegiatan
Capaian
c __ Realisasi (9) 100% = 450
apaian = Target (2) X 0 =
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Ket X Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan
peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
sebagai bentuk upaya bentuk upaya meningkatkan produk
hukum daerah yang lebih berkualitas yang mana pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah
melaksanakan 9 kegiatan.

Tabel 3.88 Perbandingan Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan
Produk Hukum Daerah 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022

Jumlah  Kegiatan Perencanaan 2 2 9 100% | 450 | 100%
Pembentukan dan Pemantauan
Produk Hukum Daerah

Penyebab Keberhasilan

Progres Legislasi Tahun 2023 telah maksimal, hal itu dapat dilihat dari kuantitas
Ranperda yang diajukan pihak eksekutif dan telah ditetapkan seluruhnya. Pelibatan
perancang sejak awal sangat diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga
kendala-kendala dalam proses pembentukan dapat diminimalisir.

h. Sasaran Kegiatan

Meningkatkan Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi
Hukum Masyarakat di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan

I Kegiatan Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya
akses keadilan dan masyarakat di wilayah

Indikator Kegiatan

1 | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Target 1| 82%

Realisasi | : Realisasi
_Jml orang miskin yang memperoleh bankum litigasi

Jml permohonan bantuan hukum litigasi
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234 100% = 100%
234x 0= 0
Capaian
100
Capaian =§x100% = 122%
Ket . | Target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang

dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah
82%. Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi
SIDBANKUM adalah 234 permohonan dan adapun jumlah
permohonan yang dilayani juga sebanyak 234 Permohonan.
Artinya permohonan yang diterima pada SIDBANKUM telah
berhasil dilayani semuanya dan memenuhi angka di 100% berkat
kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah dan Pemberi
Bantuan Hukum Terakreditasi di wilayah Sulawesi Barat yang
berjumlah 6 Lembaga Bantuan Hukum.

Tabel 3.89 Perbandingan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Permohonan | 81% | 82% | 123% | 122% |151,85% | 122%
Bantuan Hukum Litigasi yang
Dilayani sesuai dengan
Peraturan Perundang-
Undangan

Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan capaian tahun 2023 dari target 82% realisasi 100% dan capaian
sebesar 122%, maka hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase
Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas
dari upaya pembinaan yang berkelanjutan kepada Pemberi Bantuan Hukum
terakreditasi selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana
dari layanan pemberian Bantuan Hukum. Selain itu penambahan jumlah Pemberi
Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2021 memperluas
akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan

bantuan hukum. Meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavonan - KANTOR WILAYAH KEVENTER ANHLKLM DAN HAM SULAWES BARAT

(PBH) belum merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat, tepatnya belum hadirnya
PBH di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah. Belum adanya PBH di
kabupaten tersebut tentu menjadi kendala belum meratanya akses bantuan hukum
di tiap-tiap wilayah di Sulawesi Barat. Alternatif yang dapat dilakukan ialah terus
mendorong Lembaga Bantuan Hukum di kabupaten tersebut untuk dapat mengikuti
proses Verifikasi dan Akreditasi (Verasi) pada periode selanjutnya dengan
memerhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN), selain itu juga Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi terdekat dari
kabupaten tersebut dapat memberikan akses bantuan hukum di wilayah tersebut.
2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan

| | Kegiatan Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya
akses keadilan dan masyarakat di wilayah

Indikator Kegiatan

2 | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

Target : | 80%
Realisasi | : Realisasi
_ Jml orang miskin yang memperoleh bankum nonlitigasi
- Jml permohonan bantuan hukum nonlitigasi
42
—x100% = 1009
vk % %
Capaian
. 100
Capaian = ExlOO% = 125%
Ket : | Target persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang

dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah
80%. Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi
SIDBANKUM adalah 42 permohonan dan adapun jumlah
permohonan yang dilayani juga sebanyak 42 Permohonan. Artinya
permohonan yang diterima pada SIDBANKUM telah berhasil
dilayani semuanya dan memenuhi angka di 100% berkat
kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah dan Pemberi Bantuan
Hukum Terakreditasi di wilayah Sulawesi Barat yang berjumlah 6
Lembaga Bantuan Hukum.
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Tabel 3.90 Perbandingan Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 2023 2022 2023

Persentase Permohonan | 80% | 80% | 122% | 100% (152.5% | 125%
Bantuan Hukum Non Litigasi
yang Dilayani sesuai dengan
Peraturan Perundang-
Undangan

3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

| | Kegiatan Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya
akses keadilan dan masyarakat di wilayah

Indikator Kegiatan

3 | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Target : | 76,75 (Indeks)
Realisasi | : | 85,519 (dari 55 responden pada Aplikasi SIDBANKUM)
Capaian
Capaian = 7é,759 x100% = 111,42%
Ket . | Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,75

yang mana indeks dengan formulasi penghitungannya adalah
dengan melakukan survei kepada penerima bantuan hukum
terhadap layanan bantuan hukum yang telah mereka terima dari
Pemberi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum
terakreditasi. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum
yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-
cuma. Survei ini dilakukan melalui mekanisme wawancara dan
mengajak penerima bantuan hukum untuk mengisi sendiri
kuesioner pada aplikasi SIDBANKUM yang awasi secara langsung
oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap kualitas pelayanan
bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
Data realisasi diambil dari 55 (lima puluh lima) responden di
aplikasi SIDBANKUM saat melakukan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lapas dan Rutan kepada warga
binaan pemasyarakatan. Responden yang diambil merupakan
penerima bantuan hukum dari 6 (enam) Lembaga Bantuan Hukum
terakreditasi secara merata.

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavonan - KANTOR WILAYAH KEVENTER ANHLKLM DAN HAM SULAWES BARAT

Tabel 3.91 Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 2022 2023

Indeks Kepuasan Layanan | 76,61 | 76,75 | 93,44 | 85,519 |121,96% | 114,42%
Bantuan Hukum

Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan capaian tahun 2023 dari target 76,75 dengan realisasi nilai
85,519 indeks dan melebihi capaian di atas 100%, bahwa hal ini menunjukkan
bahwa target indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum tercapai.
Adanya realisasi indeks yang mengalami penurunan secara angka namun
berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator
Indeks karena hal ini disebabkan adanya peralihan instrumen dan mekanisme
yang digunakan untuk melaksanakan survei. Proses peralihan ini menjadi kendala
tersendiri dan sudah pasti akan berpengaruh pada proses penerapan surveinya
oleh panitia pengawas daerah yang memerlukan waktu untuk penyesuian dan
penguasaan pertanyaan atau materi survei, sehingga turut berpengaruh pada
pencapaian target. Untuk mengatasi kendala tersebut tentu panitia pengawas
daerah terus beradaptasi secara bersama-sama untuk menggunakan mekanisme
tersebut lebih baik dan menjadi kemudahan tersendiri dalam melaksanakan survei

yang tentu menghasilkan capaian di angka 111,42% tersebut.

4. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing
Wilayah

| | Kegiatan Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses
keadilan dan masyarakat di wilayah

Indikator Kegiatan

4 | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Target 1| 70%

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavonan - KANTOR WILAYAH KEVENTER ANHLKLM DAN HAM SULAWES BARAT

Realisasi : Realisasi = Jml DKSH Binaan Sesuai Dengan Kriteria 100%
eatisast = Usulan Kantor Wilayah (??) x 0

88
= —x100% = 100%

88
Capaian
C jan = 0% 100% = 143%
apaian = 70% x 0 = 0
Ket . | Terdapat jumlah 88 yang terdiri dari desa dan kelurahan

binaan di wilayah Sulawesi Barat. Dari 88 Desa/Kelurahan
tersebut sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari
masing-masing Bupati dalam wilayah tersebut yang mana
sudah memenuhi kriteria  untuk diusulkan menjadi
Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan sedang diproses untuk
diterbitkan SK Gubernur yang mana menjadi salah satu proses
panjang dalam pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
yang nantinya dapat diresmikan.

Tabel 3.92 Perbandingan Realiasasi Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 2023 | 2022 | 2023 2022 | 2023

Persentase Desa/Kelurahan 70 70 100 100 |142,85%| 113%
Sadar Hukum yang
Terbentuk di Masing-Masing
Wilayah

Penyebab Keberhasilan

Adanya aturan terbaru mengenai pembentukan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum yaitu Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
(DSH/KSH) cukup membantu pelaksana dalam melaksanakan indikator tersebut
walaupun memang secara aturan yang mengikat belum begitu kuat mengikat
terutama ketika berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten maupun
provinsi namun secara faktual di lapangan mampu mempermudah dalam proses
pembinaan hingga pembentukan SK terutama di tingkat kabupaten. Adanya
pembinaan Desa/Kelurahan Binaan secara berkala menjadi pemacu dalam

mencapai keberhasilan dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Program
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Paralegal Justice Award juga secara tidak langsung mendorong para kepala desa

untuk mengajak para masyarakat dalam memenuhi unsur-unsur pada kriteria

Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam surat edaran terbaru. Meskipun dalam target

kinerja di tahun 2023 lebih banyak kepada evaluasi faktual pada Desa/Kelurahan

Sadar Hukum yang telah terbentuk untuk kemudian dijadikan database terbaru pada

Badan Pembinaan Hukum Nasional, pelaksana memanfaatkan momentum tersebut

untuk memberikan penguatan dan manfaat juga kepada desa di sekitarnya terkait

Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

5. Persentase Website Anggota JDIHN Aktif Yang Terintegrasi dengan

portal/sistem integrasi JDIHN

Kegiatan

Meningkatnya kesadaran hukum serta
terpenuhinya akses keadilan dan masyarakat di
wilayah

Indikator Kegiatan

Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem

integrasi JDIHN

Target 20% (3 Anggota dari 14 Anggota)
Realisasi .. Jmlwebsite anggota JDIHN aktif
Realisasi = =?
Jml anggota J[DIHN
5
= — 0fy = 0,

14x100 % = 36%

Capaian
36
Capaian = %me% = 180%

Ket Lima anggota yang dikategorikan aktif tersebut ialah

JDIH Provinsi Sulawesi Barat, JDIH Pemerintah
Kabupaten Mamuju, JDIH DPRD Kabupaten Majene,
JDIH Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, JDIH
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
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Tabel 3.93 Perbandingan Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif 2023
dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Persentase Anggota JDIHN yang | 20 20 20 28,5 |100% | 143%
Berpartisipasi Aktif

Penyebab Keberhasilan

Adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan kepada anggota JDIHN
tentu menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengembangkan dan
mendorong anggota tersebut untuk terus aktif dalam upaya untuk menggunggah
dokumen-dokumen hukum dan juga mengelola penataan database hukum pada
masing-masing website JDIH. Penataan database dokumen hukum dengan
pendekatan monitoring dan evaluasi yang sistematis juga menjadi kunci
keberhasilan dalam mengelola website JDIH di wilayah Sulawesi Barat. Proses ini
melibatkan upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa dokumen yang
diunggah memenuhi standar kualitas tertentu, serta pemeliharaan keamanan dan
keberlanjutan platform. Keberhasilan ini juga mencerminkan kerjasama yang erat
antara pengelola dan anggota JDIHN, yang bekerja secara sinergis untuk menjaga
integritas dan keaktifan website JDIH. Adapun kendala yang ditemui ialah
kurangnya operator JDIH yang mumpuni di bidangnya sehingga pemerintah daerah
masih cukup jarang untuk mengunggah dan menata dokumen hukum yang sesuai
standar yang telah ditentukan. Alternatif yang dapat dilakukan ialah dengan
memberikan penguatan dalam bentuk seminar kepada para operator JDIH di

masing-masing instansi pemerintah tersebut.
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i. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM
Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

| | Kegiatan Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan
program aksi HAM

Indikator Kegiatan

1 | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Target . | 2 Instansi Pemerintah

Realisasi : | 7 Pemerintah Daerah (1 Pemda Provinsi dan 6 Pemda
Kabupaten)

Capaian

7
Capaian = ExlOO% = 350%

Ket : | Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM yaitu:
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

- Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuiju;

- Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

- Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;

- Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;

- Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu; dan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 3.94 Perbandingan Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM
2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Jumlah Pemerintah Daerah yang 2 2 6 7 |300% | 350%
Melaksanakan Program Aksi
HAM

Penyebab Keberhasilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat aktif
melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap Pemerintah Daerah serta

melakukan pendampingan dalam pemenuhan data dukung secara berkelanjutan
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ini menjadi faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi dan meningkatkan
capaian target.
2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM
Indikator Kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli

Hak Asasi Manusia memang belum mencukupi untuk memenuhi nilai atau target
yang ditentukan oleh Permenkumham tersebut, sehingga ada beberapa
Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan kriteria Kabupaten/Kota Peduli
HAM.

I Kegiatan Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan
program aksi HAM

Indikator Kegiatan

2 Jumlah kab/kota peduli HAM

Target : | 1 Instansi Pemerintah
Realisasi | : | 6 Kabupaten (Pemerintah Daerah)
Capaian

6
Capaian = leOO% = 600%

Ket . | Seluruh 6 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
sudah mengumpulkan data dukung dan sudah diinput oleh
operator Kantor Wilayah pada aplikasi KKPHAM

Tabel 3.95 Perbandingan Jumlah Kab/Kota Peduli HAM 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Jumlah Kab/Kota Peduli HAM 1 1 4 6 |500% | 600%

Penyebab Keberhasilan
Operator Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat aktif
melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten serta melakukan

koordinasi secara berkala disetiap Kabupaten.
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3. Jumlah Instansi Pemerintah yang Meningaklanjuti Hasil Diseminasi dan

Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Bebasis HAM

I Kegiatan Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan
program aksi HAM

Indikator Kegiatan

3 | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan
penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Target . | 1 Instansi Pemerintah
Realisasi | : | 7 Satker ( Unit Pelaksana Teknis)
Capaian

7
Capaian = leOO% = 700%

Ket : | Seluruh Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah mendapatkan penguatan
Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah oleh Tim Ditjen HAM
namun masih banyak UPT yang belum dapat menyiapkan data
dukung yang diminta, terkhusus data dukung yang bersifat
pembangunan. Dalam hal ini terkait dengan anggaran pada UPT
tersebut.

Tabel 3.96 Perbandingan Instansi Pemerintah yang Meningaklanjuti Hasil
Diseminasi HAM 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 202

Jumlah Instansi Pemerintah 1 1 - 12 - 1200%
yang  Meningaklanjuti  Hasil
Diseminasi dan Penguatan HAM
melalui Pelayanan Publik
Bebasis HAM

Penyebab Keberhasilan

Dukungan dari Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Kantor Wilayah serta
para Kepala Divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mana
dalam hal ini mendorong para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk lebih

maksimal dalam pemenuhan data dukung sesuai dengan Peraturan Menteri
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Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis
HAM.

j. Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di
Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan

Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di
Wilayah

Il Kegiatan Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Indikator Kegiatan

1 Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

di Wilayah
Target : | 3 Rekomendasi
Realisasi | : | 2 Rekomendasi
Capaian
Capaian=§x100% = 66,67%
Ket : | Rekomendasi yang pertama adalah rekomendasi analisis

produk Hukum Daerah yang berspektif HAM yaitu analisis
aspek HAM terhadap rancanagan peraturan daerah Kabupaten
Mamuju tentang pengendlian dan pengawasan terhadap
peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan
rekomendasi yang kedua terkait laporan dugaan pelanggaran
HAM vyang mana rekomendasi ditujukan kepada Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju
Tengah, perihal permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang
diduga dilakukan oleh PT Wahana Karya Sejahtera terhadap
Kelompok Tani Bamba Mamase.

Tabel 3.97 Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di
Wilayah 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 202

Jumlah Instansi Pemerintah 3 3 2 2 |66,67% |66,67%
yang Meningaklanjuti  Hasil
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Diseminasi dan Penguatan HAM
melalui Pelayanan Publik
Bebasis HAM

Penyebab tidak tercapainya

Antara target yang diberikan daengan realisasi tidak seimbang, hal ini terjadi
karena realisasi mengacu pada jumlah kegiatan yang terapat pada RKA-KL serta
laporan dugaan pelanggaran HAM jumlahnya masih sedikit di Sulawesi Barat.
Target yang diberikan harusnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di

Sulawesi Barat.

k. Sasaran Kegiatan
Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

I Kegiatan Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum
dan hak asasi manusia di wilayah

Indikator Kegiatan

1 | Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Target : | 80%
Realisasi | : Hasil Kajian yang dimanfaatkan
15asl Realisasi = ) y. g - f - x100%
Rekomendasi yang dihasilkan
4
= leOO% = 100%
Capaian
100
Capaian = leOO% = 125%

Ket . | Capaian realisasi pada tahun sebelumnya dan tahun 2023 sama-
sama melebihi target 80% dengan uraian pelaksanaan kegiatan
sebanyak 4 kali dalam setahun yang dilaksanakan setiap triwulan
di tahun tersebut.
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Tabel 3.98 Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian

2023 | 2022 2023 2022 | 2023 | 2022

Persentase rekomendasi hasil | 80% | 80% 100% 80% |125% | 50%
kajian di wilayah sebagai bahan
penelitan dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia

Penyebab Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dari indikator tersebut ialah terlaksananya
kegiatan dengan menyesuaikan RKA/KL dan petunjuk pelaksanaan teknis yang
diberikan oleh unit eselon | yaitu Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.
Kendala yang dialami dalam merealisasikan kegiatan ialah jadwal pelaksanaan
kegiatan yang masih belum sesuai sebagaimana mestinya. Dalam hal mengatasi
permasalahan tersebut tentu pelaksana menyesuaikan Kembali jadwal tahapan

pelaksanaan kegiatan.

2. Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di
Wilayah

| | Kegiatan Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum
dan hak asasi manusia di wilayah

Indikator Kegiatan

2 | Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Target : | 1 Buku

Realisasi | : | O (Belum Terlaksana)

Capaian

0
Capaian = leOO% =0

Ket : | Pada tahun 2023 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM tidak mendapatkan buku dari Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM sehingga tidak dapat melaksanakan
sosialisasi atas hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia

LKJIP KANWIL SULBAR SEMESTER 1l TAHUN ANGGARAN 2023



rencavonan - KANTOR WILAYAH KEVENTER ANHLKLM DAN HAM SULAWES BARAT

Tabel 3.99 Perbandingan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
Disosialisasikan di Wilayah 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Kegiatan Target Relisasi Capaian
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023

Hasil Penelitian Hukum dan Hak 1 1 1 0 100% 0
Asasi Manusia yang
Disosialisasikan di Wilayah

Penyebab Tidak Tercapainya

Tentunya kendala yang dialami ialah tidak diperolehnya buku hasil penelitian
Hukum dan HAM dari pusat sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatan
sosialisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan kurangnya SDM di

tingkat wilayah dalam hal menulis penelitian Hukum dan HAM.
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B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi

Barat melaporkan penyerapan anggaran yang baik. 9 (Sembilan) Satuan Kerja yang ada di

Kantor Wilayah mempunya penyerapan di atas 48,74%. Dan hasil tersebut di tampilkan pada

tabel di bawah ini :

Tabel 3.100 Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2023

TOTAL
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
Pengelolaan
Administratif dan
Fasilitatif Kantor Wilayah | 18.493.400.000 | 18.436.307.622 99,68
Kementerian Hukum dan
Dukungna
1 . HAM
Manajemen
Penyelenggaraan
Penelitian dan | o75707.000 | 275.098.790 99,75
Pengembangan Hukum
dan HAM Wilayah
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di 601.505.000 600.949.785 99,91
Wilayah
Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian,
Pelayanan dan | 1.055.177.000 | 1.052.971.000 99,79
Penegakan Hukum
Keimi ian di Wilayah
Pelayanan dan eimigrasian di Wilaya
5 Penegakan Penyelenggaraan
Administrasi Hukum | 2.190.060.000 | 2.188.166.905 99,91
Hukum .
Umum di Wilayah
Penyelenggaraan
Kekayaan Intelektual di | 1.230.802.000 | 1.230.437.414 99,97
Kantor Wilayah
Penyelenggaraan
Kesadaran dan 1.022.175.000
Pemahaman Hukum di e
Wilayah 1.171.310.492 99,98
Penyelenggaraan
Fasilitasi Pembentukan 149.427.000
Pembentukan .
) Regulasi di Wilayah
3 Regulasi
Hukum Penyelenggaraan
Fasilitasi Perencanaan, 372.000.000 371.224.463 99,79
Pemantauan dan
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Evaluasi Produk Hukum
di Wilayah
Pemajuan dan | Penyelenggaraan
4 Penegakan Pemajuan HAM di 231.290.000 125.272.000 54,16
HAM Wilayah

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
Terdapat 9 (Sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan
11 DIPA pada Unit Pelaksana Teknis. Seluruh Penyerapan pada Kantow Wilayah di rata-
rata di atas 99%. Untuk DIPA Sekretariat Jenderal Kanwil Sulawesi Barat mempunyai
penyerapan yang lebih rendah di bandingkan dengan DIPA Satker lainnya, hal ini di
karenakan pada DIPA Setjen Kanwil Sulbar terdapat sisa anggaran pada gaji dan tunjangan
dan sisa kegiatan.

PERSENTASE PENYERAPAN KANWIL
99.98 | 99.97
99.91 ;| 99.91
99.79 | 99.79 | 99.79
99.75
| I I ' ' I i
‘bQQS\ NI R @0@"’\ & éé&‘\

Gambar 3.1 Penyerapan Kanwil TA 2023

Penyerapan pada Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sulawesi Barat terdapat 11 (Sebelas) Satker yang penyerapan nya di atas 95%
dan penyerapannya terendah yaitu Lapas Kelas Il Mamasa karena tidak terserapnya belanja
modal berupa Pembangunan sumur bor, dikarenakan faktor geografis Lapas Kelas llI
Mamasa dan ketidak mapuan rekanan penyedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Data penyerapan Unit Pelaskana Teknis terdapat pada tabel di bawah ini:
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3.101 Tabel Penyerapan Unit Pelaksana Teknsi

SATKER PAGU PENYERAPAN %

RT PSKAYU 5,971,455,000 | 6,009,609,631 100.64
LPP 4,380,931,000 | 4,378,106,535 99.94
RT MAMUJU 6,970,490,000 | 6,964,649,117 99.92
LP POLEWALI 10,795,842,000 | 10,785,540,199 99.90
RUPBASAN 1,533,850,000 | 1,531,494,261 99.85
KANIM MAMUJU 7,990,254,000 | 7,974,418,275 99.80
KANIM POLMAN 8,385,732,000 | 8,359,222,956 99.68
RT MAJENE 5,352,060,000 | 5,304,674,218 99.11
BAPAS

POLEWALI 3,638,803,000 | 3,586,637,113 98.57
LPKA 3,852,176,000 | 3,766,616,698 97.78
LP MAMASA 10,800,840,000 | 10,538,505,726 97.57
TOTAL 41,553,715,000 | 41,061,569,247 99.32

CAPAIAN IKPA dan SMART

IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran
belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan
anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai

IKPA akan berubah setiap tanggal 6 bulan berikut nya.

Dikarenakan penginputan bulan Desember maka nilai IKPA akan terbaca per tanggal

6 Januari 2024, sedangkan pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah batas akhir
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di tanggal 5 Januari 2024 sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Barat menerakan Nilai IKPA bulan November 2023. Oleh karena itu diharapkan waktu

pengumpulan LKjIP mempertimbangankan waktu penilaian pada aplikasi keuangan.

IKPA KANWIL PER NOVEMBER 2023
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Gambar 3.2 IKPA Kanwil dan UPT

SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan
kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.Di tahun 2023
penginputan SMART terkoneksi dengan pengisian capaian Output pada Sakti dan OM-SPAN
sehingga perubahan capaian nilai SMART juga akan terlihat pada tanggal 6 Januari 2023,
sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menerakan Nilai

SMART bulan November 2023. Oleh karena itu diharapkan waktu pengumpulan LKjIP
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mempertimbangankan waktu penilaian pada aplikasi keuangan dan Unit Eselon | dapat

memberikan tips dalam pengisian aplikasi kinerja keuangan ini.

SMART KANWIL PER NOVEMBER 2023
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Gambar 3.3 SMART Kanwil dan UPT

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
1. APLIKASI E-PERFORMANCE
E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan
pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah menginput
capaian setiap bulannya dan pencapaian target akan terselesaikan di Triwulan IV, di

karenakan banyaknya capaian yang berbentuk indeks dan persentase.
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Gambar 34 Screenshodt E-performance

2. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang
wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi

monitoring  https://kinerja.kemenkumham.go.id. Pelaporan target kinerja dilakukan

setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d
15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun
berikutnya.

Target kinerja di bagi pada 4 (empat) Divisi yaitu Divisi Adminitrasi dimana tarja pada
periode B01-B03 mendapat nilai 100, BO4-B06 100, BO7-B09 mendapat nilai 98,7 karena
ada beberapa target kinerja tidak mendapatkan nilai 100. Untuk Divisi Pemasyarakatan
terdapat 1 tarja mendapatkan nilai 95 dan selebihnya mendapat nilai 100, B0O4-B09
mendapatkan nilai 100. Divisi Keimigrasian B03-B06 mendapatkan 100. Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM untuk tarja BO1 s.d BO3 mendapatkan nilai 100 tarja BO4
s.d B0O6 nilai 99,72 dan B07-B09 mendapatkan nilai 100. Dan untuk periode B10-B12

masih akan menunggu verifikasi.
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Gambar 3.5 Aplikasi Kinerja
3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan
pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih
lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui
output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev

dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id. Pelaporan data realisasi

anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT (8)

pelaksanaan dan Serapan Anggaran

Gambar 3.6 Aplikasi e-monev Bappenas
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BAB IV PENUTUP

A.KESIMPULAN

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah
ditetapkan pada awal tahun, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran yang dicapai pada
tahun 2023 secara umum terpenuhi sesuai yang direncanakan. Penetapan indiaktor
Kinerja merupakan salah satu instrument dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis
menuju terwujudnya visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI secara umum dan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat secara khusus.

Pencapaian kinerja yang tercapai merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat . Melalui Laporan Kinerja ini
diharapkan dapat menyajikan data dan informasi secara riil kepada pemberi mandat dan
masyarakat tentang pencapaian Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat Tahun 2023, serta sebagai bukti pengunaan anggaran yang akuntabel
dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja diharapkan
dapat menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah di
tahun yang akan datang.

Secara umum, ada beberapa pencapaian yang belum memenuhi target. Data

tersebut akan di jelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Capaian Perjanjian Kinerja

SASARAN
NO KEGIATAN IKK TARGET REALISASI | KET
DIVIS ADMINISTRASI
1 Terwujudnya Indeks kepuasan layanan Vv
layanan internal  di  lingkungan
administratif ~ dan | Kantor Wilayah
fasilitatif Kantor 3.1 Indeks 3.71
Wilayah yang
efektif dan efisien
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DIVISI PEMASYARAKATAN
2 Terwujudnya Indeks  penyelenggaraan
penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah
pelayanan 82 (indeks) 91,69 \
pemasyarakatan
yang berkualitas di
wilayah
3 Meningkatnya 1.Persentase menurunnya 90% 96,41% N
Pelayanan tahanan yang overstaying
Tahanan di wilayah |2. Persentase Tahanan yang
sesuai standar memperoleh Layanan 90% 100% Vv
Penyuluhan Hukum
3. Persentase Tahanan yang Vv
memperoleh Fasilitasi 90% 100%
Bantuan Hukum
4 Meningkatnya 1.Persentase narapidana
Pelayanan yang memperoleh nilai
Pembinaan baik dengan predikat
Kepribadian, memuaskan pada 70% 92,20% v
Pelatihan Vokasi, | instrument penilaian
Pendidikan dan | kepribadian
Penanganan 2.persentase narapidana
Narapidana Resiko | yang mendapatkan hak 99% 100% Vv
Tinggi remisi
3.persentase narapidana
yang mendapatkan hak 85% 86,51%
integrasi
4.persentase narapidana
yang mendapatkan hak 85% 90,55%
Pendidikan
5.Persentase  Narapidana v
res!ko tinggi yang berubah_ 17% 100%
perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin
6. Persentase narapidana
yang memperoleh
Pendidikan dan pelatihan 31% 36% v
vokasi bersertifikasi
7. Persentase narapidana
yang  bekerja  dan 72% 75% v
produktif
8.Jumlah Narapidana yang
mengikuti Pendidikan 30 orang .
tinggi
5 Meningkatnya 1. Persentase benda sitaan
Pelayanan dan bqrang rampasan 80% 100% J
Pengelolaan Basan yang terjaga kualitas dan
kuantitasnya
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Baran di wilayah
sesuai standar

2. Persentase benda sitaan
dan barang rampasan
yang dikeluarkan

80% 100%
berdasarkan putusan
yang berkuatan hukum
tetap
Meningkatnya 1. Persentase klien usia
pelayanan produktif yang
pembimbingan memperoleh atau 60% 69,63%
klien melanjutkan pekerjaan di
pemasyarakatan luar lembaga
dan  pemenuhan |2. Persentase Menurunnya
hak pendidikan Anak yang mendapatkan 55% 92,8%
klien anak pada putusan pidana penjara
luar lembaga di |3.Persentase klien Anak
wilayah sesuai | yang  terpenuhi  hak 35% 67%
standar pendidikannya
Meningkatnya 1.Persentase Anak yang
Pemenuhan Hak | mengikuti kegiatan
Pendidikan Anak di | Pendidikan keterampilan 80% 100%
LPKA dan | dan bersertifikat
Pengentasan Anak |2.Persentase Anak yang
di wilayah sesuai | memperoleh hak integrasi 100% 100%
standar 3.Persentase Anak yang
memperoleh Hak_ 90% 100%
Pengasuhan sesuai
standar
4.Persentase anak yang
mengikuti pendidikan 90% 92,85%
formal dan non formal
renl_ngkatnya 1.Persen_tase _pengaduan 85% 85%
ualitas yang diselesaikan
Penyelenggaraan |2.Persentase encegahan
Pemasyarakatan di | gangguan kamriib ’ 80% 80%
Bidang Keamanan |3.Persentase kepatuhan dan
dan Ketertiban Disiplin terhadap tata tertib
oleh 85% 85%
Tahanan/Narapidana/Ana
k Pelaku gangguan Kamtib
4.Persentase pemulihan
kondisi keamangn pasca 80% 80%
gangguan kamtib secara
tuntas
Meningkatnya 1.Persentase pengaduan
Pelayanan yang ditindaklanjuti sesuai 85% 85%
Keamanan dan | standar
Ketertiban di |2.Persentase gangguan
kamtib yang dapat dicegah 80% 80%
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wilayah sesuai
standar

3.Persentase kepatuhan dan

disiplin terhadap tata tertib
oleh

Tahanan/Narapidana/Ana
k pelaku gangguan kamtib

85%

85%

4. Persentase

pemulihan
kondisi keamanan pasca
gangguan kamtib secara
tuntas

80%

80%

10

Meningkatnya
pelayanan
perawatan
Narapidana/Tahan
an/Anak,
Pengendalian
Penyakit Menular
dan Peningkatan
Kualitas Hidup
Narapidana
Peserta Rehabiliasi
Nakortika di
Wilayah

. Persentase Pemenuhan

layanan makanan bagi
Tahanan/Narapidana/An
ak sesuai dengan standar

80%

100%

. Persentase

Tahanan/Narapidana/An
ak mendapatkan layanan
Kesehatan (preventif)
secara berkualitas

94%

100

. Persentase Tahanan dan

Narapidana Perempuan
(Ibu Hamil dan Menyusui)
mendapat akses layanan
Kesehatan maternal

97%

100

. Persentase

Tahanan/Narapidana/An
ak yang mengalami
gangguan mental dapat
tertangani

80%

100%

. Persentase

Tahanan/Narapidana
lansia yang mendapatkan
layanan Kesehatan
sesuai standar

85%

100%

. Persentase

Tahanan/Narapidana/An
ak berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang
mendapatkan layanan
Kesehatan sesuai standar

85%

100%

. Persentase keberhasilan

penanganan penyakit
menular HIV/AIDS
(ditekan jumlah virusnya )
dan TB Positif (berhasil
sembuh)

80%

49%

. Persentase

Perubahan
kualitas hidup
pecandu/penyalaguna/ko

27%

100%

v
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rban penyalahgunaan
narkotika
DIVISI KEIMIGRASIAN
10 Meningkatnya 1.Indeks Kepuasan
kualitas Masyarakat o ter_hadap 325 3.96 J
pelaksanaan tugas | Layanan Keimigrasian di
dan fungsi | Wilayah
keimigrasian di |2.Indeks Pengamanan
Wilayah Keimigrasian di Wilayah 3,13 3,67 v
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
11 Terwujudnya Persentase peningkatan
layanan adminitrasi [PNBP Administrasi Hukum
ht_Jkum umum di (Umum di wilayah 506 18.75% J
wilayah yang
berkepastian
hukum
12 Meningkatnya Persentase penyelesaian
efektivitas laporan pengaduan
pelaksanaan tugas | masyarakat terkait dugaan
MKNW, MPW dan | pelanggaran perilaku dan 86 % 100% v
MPD pelaksanaan jabatan
Notaris di wilayah
13 Terselenggaranya | Jumlah Permohonan Ki 12
Pelayanan yang Difasilitasi Kantor 110 Vv
) Permohonan
Kekayaan Wilayah
Intelektual yang | Jumlah Pelaksanaan
Berkualitas di | Diseminasi dan Promosi
Kantor Wilayah | Kekayaan Intelektual oleh 1 Lokus 6 Lokus Vv
Kementerian Kantor Wilayah
Hukum dan HAM
14 Terselenggaranya Persentase @ Penanganan
Penegakan Hukum | Aduan Pelanggaran 100% 100% v
di Bidang | Kekayaan Intelektual
Kekayaan Jumlah Pelaksanaan
Intelektual oleh | Kegiatan Pencegahan
Kantor  Wilayah | Pelanggaran Kekayaan 2 Lokus 2 Lokus Vv
Kementerian Intelektual yang Dilakukan
Hukum dan HAM | oleh Kantor Wilayah
yang Handal Kegiatan Pemantauan
Produk Kekayaan 5 Laporan 6 Laporan Vv
Intelektual di Wilayah
15 Terfasilitasinya Persentase Rancangan
Rancangan Produk |Perda yang Difasilitasi oleh
Hukum di Daerah  |Kantor Wilayah 80% 385% v
Kemenkumham
16 Terselenggaranya |Jumlah Perancang
Pembinaan Peraturan Perundang- 13 Orang 29 Orang v
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Perancang Undangan di Daerah yang
Peraturan Mendapatkan Pembinaan
Perundang-
Undangan
17 Terselenggaranya |Jumlah Kegiatan
Fasilitasi Perencanaan Pembentukan
Perencanaan serta |[dan Pemantauan Produk
Pemantauan dan |Hukum Daerah . .
Peninjauan/Analisi 2 Kegiatan | 9 Kegiatan |
s dan Evaluasi
Produk Hukum di
Wilayah
18 Meningkatkan 1.Persentase Permohonan
Kesadaran Hukum | Bantuan Hukum Litigasi
serta Terpenuhinya | yang Dilayani sesuai 82% 100% Vv
Akses Keadilan | dengan Peraturan
dan Informasi | Perundang-Undangan
Hukum Masyarakat |2.Persentase Permohonan
di Wilayah Bantuan  Hukum  Non
Litigasi yang Dilayani 80% 100% Ni
sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan
3. Indeks Kepuasan
Layanan Bantuan Hukum 76,75 85,51 v
4. Persentase
Desa/Kelurahan Sadar
Hukum yang Terbentuk di 70% 100% v
Masing-Masing Wilayah
5.Persentase Anggota
JDIHN yang Berpartisipasi 20% 36% Vv
Aktif
19 Meningkatnya 1.Jumlah Pemerintah
Pemerintah Daerah | Daerah yang 2 Instansi 7 Instansi N
yang Melaksanakan  Program | Pemerintah Pemerintah
Melaksanakan Aksi HAM
Program Aksi HAM |2 Jumlah Kab/Kota Peduli 1 Instansi 6 Instansi
HAM Pemerintah | Pemerintah v
3.Jumlah Instansi
Pemerintah yang
Meningaklanjuti Hasil 1 Instansi 7 J
Diseminasi dan Penguatan | Pemerintah
HAM melalui Pelayanan
Publik Bebasis HAM
20 Meningkatnya Tersedianya Rekomendasi
Rekomendasi Pelindungan dan
Pelindungan dan |Pemenuhan Hak Asasi 3 2 .
Pemenuhan Hak |Manusia di Wilayah Rekomendasi |Rekomendasi
Asasi Manusia di
Wilayah
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21 Rekomendasi Hasil |1.Persentase Rekomendasi

Kajian di Wilayah | Hasil Kajian di Wilayah

sebagai Bahan | sebagai Bahan Penelitian

Penelitian dan | dan Pengembangan 80% 100% v

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Hukum dan Hak | Manusia

Asasi Manusia 2.Hasil Penelitan Hukum
dan Hak Asasi Manusia
yang Disosialisasikan di 1 Buku 0 Buku .
Wilayah

Keterangan

\/ = Melebihi Target

= Sesuai Target

@ = Tidak Mencapai Target

@ = Tidak Dilaksanakan karena petunjuk dari UKE I

B. SARAN

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Sulawesi Barat dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut, yaitu:

1.

Perlu perhatian dan upaya maksimal dalam pencapaian program/kegiatan yang telah
diuraikan dalam perjanjian kinerja (PK) melalui pembinaan, mentoring, dan evaluasi
program;

Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran agar dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah dibuat.

Meningkatkan dan memaksilmalkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam
meningkatkan kualitas pembinaan narapidana di Lapas sehingga setelah mereka
keluar dari Lapas bisa bermanfaan dan produktif;

Meningkatkan sinergitas dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas
serta penguatan koordinasi internal dalam rangka mewujudkan pelayanan publik
sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau kepada masyarakat,
melalui rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan terkait 30
peningkatan kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam hal pelayanan kepada
masyarakat;

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target
indikator kinerja sesuai yang diharapkan, hendaknya dilakukan secara lebih matang

dan cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat program kegiatan
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terhadap organisasi dan masyarakat, kemampuan sumber daya yang tersedia,
termasuk adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penghematan
anggaran atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dan langkah-
langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan;

. Unit Eselon | terus melakukan pembinaan terhadap aplikasi kinerja guna mendukung
kinerja Kantor Wilayah "

Mamuju, 5 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah,

} |

et
FFFF

Marasidin.
NIP. 196404251990011001
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